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Izzun Nur Amaliyati, 120903101032; 2015: 48 halaman; Program Studi Diploma 11
Perpajakan Fakultas IImu Sosial dan [Imu Politik Universitas Jember.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik
provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan
pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Segak
tanggal 1 Januari 2011, Pgak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan resmi menjadi pajak kabupaten/kota yang
diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan Pagjak
Retribusi (PDRD). Dengan peresmian PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah,
diharapkan daerah bisa menambah aset Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Usaha Pemerintahan Kabupaten Jember untuk pengoptimalan pajak BPHTB
yaitu tak lepas dari penyuluhan dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Usaha
untuk mengoptimalkan pajak BPHTB dinas pendapatan daerah kabupaten Jember
menggunakan dua tahapan yaitu verifikas dan validasi. Guna dari kedua tahapan ini
untuk mencocokan data dalam SSPD-BPHTB dengan data yang ada pada surat
pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD dan dokumen pendukung yang menjadi
persyaratan. Selain itu untuk menghindari kecurangan Wajib Pagak dalam
pembayaran pajak BPHTB, dinas pendapatan daerah kabupaten jember menggunakan
sistem verifikas lapangan dengan mencocokan data dalam SSPD-BPHTB dengan
keaadaan di lapangan guna untuk mengontrol ketaat wajib pajak dalam pembayaran
paak yang terutang. Prosedur verifikas hampir sama langkahnya dengan prosedur
validas yaitu mencocokkan kebenaran data terkait dengan objek pajak yang
tercantum pada SSPD-BPHTB. Kedua prosedur tersebut sangat berkaitan, karena
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verifikasi dan validas berguna untuk memfilter kesalahan-kesalahan yang di buat
oleh wajib pajak.

Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tahapan verifikasi dan
validasi yang di lakukan oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Jember disebut
dengan prosedur penelitian SSPD-BPHTB tercantum pada pasal 4 ayat 5. Prosedur
ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan SSPD-BPHTB melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau
pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk. Penelitian SSPD-BPHTB dilakukan
oleh tim verifikasi, jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak
terpenuhi maka akan dilakukan validasi. Setelah itu SSPD-BPHTB akan
ditandatangani oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi, yang kemudian akan
diberikan kepada wajib pajak untuk SSPD-BPHTB lembar 1, 3 dan 5 dan sisanya di
ambil oleh Dipenda sebagai arsip.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran
rakyat. Pgjak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik
provins maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan
pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Sgjak tanggal 1 Januari 2011, Pgjak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan resmi menjadi pajak
kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Pgak Retribusi (PDRD). Dengan peresmian PBB-P2 dan BPHTB
menjadi pajak daerah, diharapkan daerah bisa menambah aset Pendapatan Adli
Daerah (PAD).

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, merupakan salah satu instansi
daerah yang berkedudukan sebagal unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jember di
bidang pendapatan. Tugas dari Dinas Pendapatan Jember yaitu menerima dan
mengkoordinasikan segala pendapatan daerah termasuk pajak daerah dan pajak
retribusi daerah. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember hanya memungut
pajak daerah yang meliputi, Pgjak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB
P2), Paak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak
Penerangan Jalan, Pgjak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(BPHTB), dll. Dinas Pendapatan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak dan
retribusi, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencaaan,

pengkajian teknis tentang panggilan dan pengembangan pendapatan serta
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pengendalian pel aksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh
Bupati.

Kabupaten Jember merupakan daerah yang mulai berkembang dan mulai
mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan dengan baik sumber daya
manusia maupun aamnya. Penerimaan Adli Daerah (PAD) Kabupaten Jember
mengalami peningkatan dari penerimaan pajak daerah, brikut ini adalah target dan
realisasi pagjak daerah Kabupaten Jember:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (P-APBD)
Tahun Anggaran 2014 Sampai 31 Desember 2014

. Target Jumlah Realisasi
No. Pajak Daerah (Rp) (Rp)
1. Pajak Hote 2200000000  3.309.254.720
2. Pajak Restoran 5500000000  7.557.470.425
3. Pajak Hiburan 1,000.000.000 929.201.239
4. Pajak Raklame 4.750.000.000  5.408.722.902
5. Pajak Parkir 200.000.000 203.902.550
6. Pajak Air Tanah 1,000.000.000 387.032.968
! Z"J“ak mineral bukan logam 53 500,000 642.938.651
an batuan

8. PBB-P2 50.000.000.000  35.523.880.818
9. BPHTB 17.000.000.000  17.765.669.968

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah realisasi dari setiap pajak daerah yang
di peroleh oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terutama pada PBB-P2
serta pgak BPHTB menyumbang pemasukan pada Pedapatan Asli Daerah (PAD)
yang sangat banyak. Pada jumlah realisasi yang di diperoleh pgjak BPHTB telah
melebihi target yang di tentukan. Maka dapat di simpulkan pajak BPHTB merupakan
paak yang produktif untuk menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat
dioptimalkan dengan baik.

Usaha Pemerintahan Kabupaten Jember untuk pengoptimalan pajak BPHTB
yaitu tak lepas dari penyuluhan dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Usaha
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untuk mengoptimalkan pajak BPHTB dinas pendapatan daerah kabupaten Jember
menggunakan dua tahapan yaitu verifikasi dan validasi. Guna dari kedua tahapan ini
untuk mencocokan data dalam SSPD-BPHTB dengan data yang ada pada surat
pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD dan dokumen pendukung yang menjadi
persyaratan. Selain itu untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak dalam membayar
paak, dinas pendapatan daerah kabupaten jember menggunakan sistem verifikas
lapangan dengan mencocokan data dalam SSPD-BPHTB dengan keadaan di lapangan
guna untuk mengontrol ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak yang terutang.
Prosedur verifikasi hampir sama langkahnya dengan prosedur validasi yaitu
mencocokkan kebenaran data terkait dengan objek pagjak yang tercantum pada SSPD-
BPHTB. Kedua prosedur tersebut sangat berkaitan, karena verifikasi dan validas
berguna untuk memfilter kesalahan-kesalahan yang di buat oleh wajib pajak.

Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tahapan verifikasi dan
validas yang di lakukan oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Jember disebut
dengan prosedur penelitian SSPD-BPHTB tercantum pada pasal 4 ayat 5. Prosedur
penelitian SSPD-BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan
kebenaran data terkait objek pgak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB. Prosedur ini
dilakukan setelah Wajib Pgjak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan SSPD-BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan..
Penelitian SSPD-BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dan ditinjak lanjuti oleh bagian
verifikas dan validasi. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pagak
terpenuhi maka SSPD-BPHTB akan ditandatangani oleh pejabat yang menangani.

Pada BPHTB perolehan hak atas tanah dan bangunan pada peraturan Bupati
Jember Nomor 38 Tahun 2011 pasal 7 ayat 2 menjelaskan pemindahan hak karena
jua beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perorangan
atau badan hukum lain, pemindahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan
kembali dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap,penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah.
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Sedangkan perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemberian hak baru yaitu
kelanjutan pelepasan hak dan diluar pelepasan hak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik dengan pembahasan pajak daerah
BPHTB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tempat
penulis melakukan Praktek Kerja Nyata dan di tempatkan pada bidang Penetapan dan
Verifikasi. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan sebagai laporan tugas akhir dengan judul ““Prosedur
Pengesahan Verifikasi dan Validasi Atas Jual Beli Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis membatas
pembahasan agar tidak melebar dan dapat difokuskan pada suatu pokok bahasan,
dalam lingkup Bea Perolehan Hak atas Tanahn dan Bangunan yang dikelola oleh
Dinas Pendapatan Derah Kabupaten Jember, maka rumusan masalahnya yaitu:
Bagaimana Prosedur Pengesahan Verifikas dan Validasi atas Jual Beli Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah K abupaten Jember?

1.3  Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk:

a. Mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Pengesahan Verifikasi dan
Vaidas atas Jual Beli Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

b. Memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan administrasi
perpajakan khususnya Prosedur Pengesahan Verifikas dan Validas atas Jual Beli
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.
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1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember secara umum bermanfaat untuk:

a. Menambah pengetahuan yang lebih jelas mengenai sistem dan Prosedur
Pengesahan Verifikas dan Validas atas Jual Beli Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

b. Sebaga sarana latihan kerja serta menerapkan Iimu yang diberikan pada saat
kuliah, khususnya yang berkaitan dengan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

c. Menambah wawasan, pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan serta
kemampuan yang berkaitan dengan Prosedur Pengesahan Verifikasi dan Validasi
BPHTB Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

21 Dasar-Dasar Perpajakan
2.1.1 Definisi Pgjak

Definisi perpajakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011:1).

Ada pula para ahli yang mendefinikan pajak yang melihat dari sudut pandang
fungsi budgeter dari pajak. Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan pajak adalah
iuran kepada negar (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali,
yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayal
pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung dengan tugas negara Yyang
menyel enggarakan pemerintahan (Waluyo, 2008:2).

Dari definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri khas
yang selalu melekat pada pengertian pajak sebagal berikut:
a. luran dari rakyat kepada negara;
Yang berhak memungut paak adalah negara baik pemerintah pusat atau
pemerintah daerah kepada rakyatnya yang berupa uang (bukan barang).
b. Berdasarkan peraturan;
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
c. Tanpajasatimbal balik atau prestas dari negara secaralangsung dapat ditunjuk;
d. Pgak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum
Yakni pagak digunakan untuk kepentingan negara guna memakmurkan
masyarakatnya dalam penyel enggarakan pemerintahan.
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Jadi, diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang tanpa jasa timbal balik

secaralangsung untuk kepentingan bersama.

2.1.2 Fungs Pgjak
Pajak mempunyal peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk
membiayai semua pengeluaran negara, salah satunya untuk pembangunan.
Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai duafungs (Waluyo, 2008:6) yaitu:
a. Fungs anggaran (budgeter)
Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-
pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN
sebagai penerimaan dalam negeri.
b. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak berfungsi sebagali alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di
bidang sosial dan ekonomi.sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi
terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pada barang mewah.

2.1.3 Pengelompokan Pgjak
Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam bukunya pembagian pajak dibagi
berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutan, adalah sebagal berikut:
a. Menurut golongan
1. Pgak langsung, adalah pajak yang pembebannya tidak dapat dilimpahkan
pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Paak yang
bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan
2. Pgak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan
kepada pihak lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai
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b. Menurut sifat
1. Pgak subjektif, adalah pagak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya yang selanjutnya dicari sSyarat objektifnya, dalam arti
memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan
2. Pgak objektif, adalah paak yang berpangka atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pgak. Contoh: pagak
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
c. Menurut pemungut dan pengelolanya
1. Pgak pusat, adalah pgak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: paak
penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pgak penjualan atas barang
mewah, dan bea materai.
2. Pgak daerah, addah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
a) Pagjak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar
kendaraan bermotor
b) Pgak kabupaten atau kota, contoh: pajak reklame, pajak hiburan

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga (Waluyo, 2008:17) yaitu

sebagal berikut:
a. Official assesment system

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri Official assesment system adalah sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus.

2) Wagjib pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
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b. Salf assesment system
Sistem ini merupakan pemungutan pgjak yang memberi wewenang, kepercayaan,
tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Withholding system
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak.

215 Tarif Pajak
Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang
harus dibayar). Dari pengertian di atas, perhitungan pajak terutang menggunakan tarif
paak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan. Penetapan tarif pajak harus
berdasarkan pada keadilan. Besarnyatarif pajak dapat dinyatakan dalam prosentase.
Menurut Mardiasmo (2011:9) dalam bukunya, tarif pajak dibagi menjadi 4
macam, yaitu:
a. Tarif sebanding/proposional
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pagak
sehingga besarnya pagjak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai
dikenai pajak.
Contoh: penyerahan barang kena pgjak di dalam daerah pabean akan dikenakan
pajak pertambahan nilai sebesar 10%.
b. Tarif tetap
Terif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai
pajak sehingga besarnya pgjak yang terutang tetap.
Contoh: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai normal
berapapun adalah Rp 3.000,00.
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c. Tarif progresif
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikena pajak
semakin besar.
Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang
pribadi dalam negeri

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pgjak

L apisan Penghasilan K ena Paj ak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25%
Di atas Rp 500.000.000,00 30%
d. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikena pajak

semakin besar.

2.2  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-
Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daeran dan Pgak Retribusi dan
perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak
daerah, yang selanjutnya disebut Pgjak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 JenisPgak Daerah
Jenis Pgjak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang PDRD.
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a. JenisPgjak Provins terdiri atas.
1) Pgak Kendaraan Bermotor;
2) BeaBaik Nama Kendaraan Bermotor;
3) Pagjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4) Pgjak Air Permukaan; dan
5) Pagjak Rokok.
b. Jenis Pgjak Kabupaten / Kotaterdiri atas:
1) Pgak Hotdl;
2) Pgak Restoran;
3) Pgak Hiburan;
4) Pgjak Reklame;
5) Pagjak Penerangan Jalan;
6) Pgak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7) Paak Parkir;
8) Pagak Air Tanah;
9) Pagjak Sarang Burung Walet;
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagal pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009);

2.3 BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2.3.1 Pengertian Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa
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a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pgak atas perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan;

b. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau badan;

c. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.

Jadi BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan, vyaitu perbuatan atau peristiwva hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2.3.2 Saat Berlakunya Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi
Pajak Daerah Kabupaten/K ota
BPHTB sepenuhnya dialihkan ke kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari
2011, sehingga Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang BPHTB stdd Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2000 (UU BPHTB) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun
sejak diberlakukannya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

2.3.3 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

a. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dagerah;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

c. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

2.3.4 Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang menjadi subjek
BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan
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bangunan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan
atas tanah dan bangunan meliputi sebagal berikut;
a. Pemindahan hak karena;

© 00 N o Ok~ W DN PP

I
N P O

Jual beli;

Tukar menukar;

Hibah;

Hibah wasiat;

Waris;

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

Penunjukan pembeli dalam lelang;

Pel aksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

. Penggabungan usaha;

. Peleburan usaha;

. Pemekaran usaha; atau
13.

Hadiah.

b. Pemberian hak baru, karena:

1
2.

Kelanjutan pel epasan hak; atau
Di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah dan bangunan, terdiri dari:

a. Hak milik,turun temurun, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau

badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;

b. Hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh

Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-

undangan yang berlaku;

c. Hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan

atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan

dalam undang-undang;
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d. Hak pakai, hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang member
wewenang dan kewagjiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh
pejabat yang berwenang memberiknnya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian
sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Hak milik atas satuan rumah susun, hak milik atas satuan yang bersifat
perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak
atas bagian bersama, bernda bersama, dan tanah bersama yang semuanya
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisashkan dengan satuan yang
bersangkutan;

f. Hak pengelolaan, hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya
sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan
peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan
pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut pada pihak
ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

2.3.5 Bukan Objek Pgjak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Menurut Setu dalam bukunya mengngkapkan bahwa Objek pajak yang tidak
dikenakan BPHTB adalah objek pgak yang diperoleh:

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;

c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan
menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebuit;

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain

dengan tidak adanya perubahan nama;
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Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

2.3.6 Tarif Pgak dan Cara perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal 82 tarif

pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah 5% (lima persen). Besaran pokok
BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan
pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pgjak (NPOTKP)
dengan formulasi sebagai berikut:

BPHTB = 5% x (NPOP - NPOPTKP)

2.3.7 Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP yang diatur pada Peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal 81, yaitu:

-~ o o 0 T o

> @

Jual beli adalah hargatransaksi;

Tukar-menukar adalah nilai pasar;

Hibah adalah nilai pasar;

Hibah wasiat adalah nilai pasar;

Waris adalah nilai pasar;

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nila pasar;
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunya kekuatan
hukum tetap adalah nilai pasar;

Pemberian hak baru atas tanah sebagal kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai
pasar;

Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
Penggabungan usaha adal ah nilai pasar;
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Peleburan usaha adalah nilai pasar;

Pemekaran usaha adalah nilai pasar;

Hadiah adalah nilai pasar;

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam
risalah lelang.

Dalam ha NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB pada tahun
terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB.

2.3.8 Nila Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Nilai Perolehan Objek Psjak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) diberikan untuk

setiap perolehan hak sebagai pengurang penghitungan BPHTB terutang.

a

Besarnya NPOPTKP adalah ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 untuk setiap
wajib pagjak (PERDA No. 3 tahun 2011);

Daam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu dergjat ke atas atau satu dergjat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat,
termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (PERDA
No. 3 tahun 2011);

Jika NPOPTKP, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pgjak adalah nihil.

2.3.9 Saat Pgak Terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal 84 mengatur

tentang saat terutang BPHTB dengan ditetapkan untuk:

a
b.

C.

Jual beli adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Hibah adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Hibah wasiat adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Waris adalah segjak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke
Kantor Pertanahan;
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f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sgjak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta;

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah segjak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

h. Lelang adalah sgak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal
ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor
lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
memuat antara lain nama pemenang lelang.

i. Putusan hakim adalah sgak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

j. Pemberian hak baru atas tanah sebagal kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak
tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sgjak tanggal ditandatangani dan
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

I.  Penggabungan usaha adalah sgjak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;

m. Peleburan usaha adalah sgjak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;

n. Pemekaran usaha adalah sgjak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;

o. Hadiah adalah sgak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

24  Pengertian Prosedur Pengesahan Verifikas dan Validas atas Jual Beli
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
24.1 Pengertian prosedur
Menurut Kamus Pelgaran, prosedur adalah tahap kegiatan untuk
menyelesaikan suatu kegiatan (2003:523). Jadi Prosedur adalah serangkaian tugas-
tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan dan proses, yang
dijalankan melaui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang
diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya
mengakibatkan sebuah perubahan.
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2.4.2 Veifikas dan Vaidasi

Verifikas memastikan bahwa data dan dokumen perubahan yang di laporkan
adalah benar, sesuai dapat diandalkan, serta didukung oleh sistem mangemen yang
efektif. Jika asesmen sudah dilaksanakan dan persetujuan teknis sudah diberika, maka
dibutlah pernyataan verifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, verifikas
adalah pemeriksaan tentang kebenaran data pernyataan dalam sgjarah berdasarkan
barang bukti testimoni.

Vaidasi, memastikan data dan dokumentasi yang telah di verifikasi. Layanan
validas memastikan bahwa data yang digukan telah layak dan sesuai dengan kriteria
yang digjukan.

2.4.3 Prosedur Pengesahan Verifikas dan Validas atas Jual Beli Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan

Setelah memahami definisi dari prosedur, verifikas dan validasi dapat
dismpulkan Prosedur Pengesahan Verifikas dan Vaidas atas Jual Beli Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adal ah tata cara atau |angkah-langkah untuk
di verifikas guna memastikan bahwa data dan dokumen perubahan yang di |aporkan
adalah benar, sesual dapat diandalkan, serta didukung oleh sistem mangemen yang
efektif. Jika sudah dilaksanakan dan disetujui maka dilanjutkan dengan validasi,
memastikan data dan dokumentasi yang telah di verifikasi. Layanan validas
memastikan bahwa data yang digjukan telah layak dan sesua dengan kriteria yang
digukan setelah itu berkas yang akan di ambil di beri nomor urut validas guna
mempermudah pengambilan berkas. Pengesahan yang dimaksut dalam pengesahan
verifikas dan validas yaitu pembuktian dengan adanya lembar laporan administrasi
dan laporan hasil penelitian yang telah di sahkan dan di tandatangani oleh petugas
yang terkait.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM DIPENDA

3.1 Latarbelakang Sgarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember
3.1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah
pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada
dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah.
Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat
itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa
dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-
kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Derektorat Dinas Pendapatan
Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar,
kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan
kekuatan menampung karyawan sebanyak kurang lebih 300 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam
Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri)
yang sampa saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah
berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan
yang dipimpin oleh seorang kepaa dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala
Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung
jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember
1. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

19
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Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagal unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalan
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis
administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah kabupaten

dalam merumuskan kebijakan penerimaan Pgak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagi

Hasil Pgak / Bukan Pgak, dan menyelenggarakan pemungutan Pendapatan Adli

Daerah, mengadakan koordinass dengan instans terkait dalam perencanaan,

pengkaian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan

monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain

yang diberikan oleh Bupati.

3. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Daam menyelengggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember mempunyai fungsi:

a

b
C.
d

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;

Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah;

. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan

Pendapatan Adli Daerah (PAD);

Penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Adli
Daerah (PAD);

Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Y ang Sah;

Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah;
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h. Evaluasi, monitoring dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
dan;

i. Pemberian dukungan teknis dan administrasi dibidang Pendapatan Adli
Daerah

3.2 Vig, Mid, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
3.2.1 Vis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Vis yaitu pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin

digapa oleh suatu organisas atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan.
Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran
5 tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan
diwujudkan.

Adapun Vis Dinas Pendapatan adalah “Menjadikan Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember Sebagal Organisasi Y ang Efisien Dan Efektif Dalam Pengelolaan
Pendapatan Daerah Dengan Dukungan Aktif Masyarakat”.

3.2.2 Mis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka
ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember yaitu :
a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
b. Menciptakan sistem dab prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah.
d. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah

dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.2.3 Kehijakan Dinas Pendapatan Daerah K abupaten Jember
a. Melaksanakan sosisalisas tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara

langsung maupun tidak langsung;
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b. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pgak Daerah dan
Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

M el aksanakan pemutakhiran database Objek / SubjekPajak Daerah;
Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;

M el aksanakan penyel esaian permohonan permasalahan Pgjak Daerah,

M el aksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah;

-~ ® a O

Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;

> @

Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis

tentang Perpajakan Daerah;

I. Melaksanakan pelayanan di bidang Perpgjakan Daerah dan Retribusi Daerah
secara on-lineg;

j.  Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat
(polling);

k. Melaksanakan penyusunan dan / mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah /

Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribus

Daerah.

3.3  Struktur Organisas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian

serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjaankan kegiatan operasional
untuk mencapai tujuan. Struktur organisas menggambarkan dengan jelas pemisahan
kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan
aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan
hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah
(DIPENDA) Kebupaten Jember adalah
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Bagan 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah K abupaten Jember

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah K abupaten Jember, tahun 2015
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34  Tugas Pokok dan Fungs Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember
3.4.1 KepaaDinas
Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekertaris Kabupaten.

3.4.2 Sekretariat

Bertugas melaksanakan koordinasi surat menyurat,kepegawaian, keuangan,
rumah tangga, perlengkapan, protocol, pengelolaan benda berhargahubungan
masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program,
pel aporan dan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas.
Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

3.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bertugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan
penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,serta tugas lain

yang diberikan oleg sekertaris.

3.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Program
Bertugas melaksanakanpenyusunan rencana program, kegiatan, anggaran,

laporan,dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3.4.5 Sub Bagian Keuangan
Bertugas mel aksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan
oleh sekretaris.
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3.4.6 Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

Bertugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak
Daerah / Retribusi Daerah, pengolahan data serta penygjian informasi Pgjak Daerah /
Retribusi Daerah serta pelayanan penyuluhan tentang Pajak Daerah / Retribusi
Daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3.4.7 Bidang Penetapan dan Verifikas (Bidang 2)

Bertugas melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah /
Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas
materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas

3.4.8 Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

Bertugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian
keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

3.4.9 Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4)

Bertugas melaksanakan urusan dibidang pembukuan dan pengndalian
operasional, yang meliputi pembinaan tehnis pemungutan, pelaksanaan pembukuan
dan pelaporan realisas penerimaan Pgjak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak
/ Bukan Pgjak, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga, dan
mel aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.4.10 Bidang Operasiond
Bidang opersional mempunya tugas melaksanakan kegiatan operasiond
penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang diberikan

oleh kepala dinas.
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3.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok ini terdiri dari
sgjumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan keahliannya, setigp kelompok dipimpin oleh tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk jumlah jabatannya
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan untuk jenis serta jenjang

jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

3.4.12 Unit Pelaksana Teknis

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas
dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1
kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh
kepala dinas.
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BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1  Deskrips Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
4.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh
mahasiswa Program Studi Diplomalll Perpajakan untuk menyusun laporan PKN atau
magang bila sudah menyelesalkan minima 100 SKS, guna memenuhi tugas akhir

serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Program Studi Diploma Il Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu

dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan dalam dunia kerja di

lingkungan perusahaan, terutama dalam bidang perpgjakan. Pelaksanaan Praktek

Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara maupun perusahaan

milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan.

Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa tahap-
tahap yang harus dilalui sebelum melaksanakan PKN yaitu:

1. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus
dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan
Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat PKN
seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan perpajakan;

2. Menanyakan pada instans terkait, apakah ada kesempatan untuk melaksanakan
Praktek Kerja Nyata sekaligus menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi;

3. Mahasiswa membuat proposal pengagjuan PKN pada fakultas. Setelah disetujui,
pihak fakultas membuat surat pengantar untuk diberikan padainstansi;

4. Mahasiswa datang ke instansi untuk menyerakan surat pengantar dari fakultas.
Surat tersebut diperuntukan kepada Kepala instans tersebut, di serahkan kepada
sekertaris instansi bahwa mahasiswa akan melakukan PKN di instans tersebut;

27
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5. Mahasiswa menerima surat balasan yaitu surat permohonan tempat PKN dari
instansi yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses menjadi
surat tugas oleh pihak fakultas;

6. Fakultas memberikan surat tugas yang beris nama-nama mahasiswa yang
melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah ditandatangani
oleh Dekan Fakultas. Surat tugas tersebut terdiri dari surat tugas untuk dosen
supervisi dan surat tugas untuk melaksanakan PKN padainstansi yang di tuju;

7. Mahasiswamulai melakukan kegiatan PKN padainstansi yang dituju.

4.1.2 Tempat Prektek KerjaNyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Jember dan di tempatkan pada Bidang
dua, yaitu Bidang Penetapan dan Verifikasi.

4.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal
16 Febuari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun kegiatan Praktek Kerja
Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember yaitu:

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata
Jam Kerja (WIB)

Hari
Jam pagi Istirahat Jam siang
Senin - Kamis 07.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 15.00
Jum’at 07.00-11.00 11.00 - 13.00 13.00 - 15.00
Sabtu dan Minggu Libur

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata
Kegiatan rutin yang dilakukan selama PKN pada Dipenda Kabupaten Jember adalah

apel pagi setiap hari senin. Sedangkan untuk hari jum’at diadakan kegiatan olahraga
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senam pagi. Adapun rincian kegiatan selama penulis berada di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu . . .
Pdlaksanaan Kegiatan Hasil kegiatan
) @) ©)

Pekan | Menemui bu Siti di bagian  Penulis dapat mengenal lingkungan
Tanggal 16 TU agar di arahkan ke bidang  kerja pada Dinas Pendapatan
Februari s/d yang telah ditentukan. Saya di Kabupaten Jember
20 Februari tempatkan pada  Bidang

2015 Penetapan dan Verifikas

Perkendlan dan penjelasan
dari kepala Bidang Penetapan
dan Verifikas dan
penempatan  ruang  bagi
peserta PKN

Bertugas pada bagian
pelayanan pengambilan
berkas SSPD-BPHTB yang
sudah di verifikasi dan di
validas oleh tim di bidang
penetapan dan verifikasi.

Menyetempel berkas yang
sudah di  validas dan
memisahkan berkas SSPD-
BPHTB yang akan diberikan
kepada wajib paak serta
meng-entry data wajib pajak

1. Bu Tita Fgar selaku kepala
Bidang Penetapan dan Verifikasi

2. Pak Yhoni Restian selaku Kasie
Verifikasi

3. BuMegaWulandari selaku kasie
penetapan

1. Mendapatkan arahan dari pak
Mulyono selaku staf pelayanan
berkas BPHTB

2. Mengetahui sistem kerja di
bidang pelayanan pada bidang
Penetapan dan Verifikas

1. Lembar SSPD-BPHTB lembar
13, dan 5 di berikan kepada
wajib pajak

2. Lembar SSPD-BPHTB lembar
2,4, dan 6 di jadikan berkas oleh
dinas pendapatan daerah
kabupaten jember
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(1) &) €
Pekan Il a. Mempelgari perundang- 1. Mengetahui dasar hukum
Tanggal 23 undangan khusus topik yang perpajakan
Februari s/d akan di ambil untuk Laporan 2. Memperoleh  data  tentang
28 Februari PKN dan mencari data gambaran umum Dinas
2015 tentang gambaran umum Pendapatan Daerah Kabupaten

Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

Dipindahkan tempat pada
bagian memverifikasi
pengajuan data BPHTB

Mempelgari dan bertanya -
tanya tentang pgak yang
dikelola oleh Dinas
Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

Mempelgari tatacara yang
dilakukan  saat  validas
BPHTB serta mengoreksi
berkas yang telah di verifikasi
setelah itu pemberian nomor
urut berkas

Verifikas lapangan bersama
timVerlap ke Mumbulgarden

Jember sebagai bahan Laporan
PKN

1. Mendapatkan arahan tentang
verifikass  BPHTB dari  pak
Bambang

2. Dapat memahami prosedur yang
dilakukan  saat melakukan
verifikas berkas yang digjukan
wagib paak untuk di tdliti
kebenaran data

Mendapat gambaran tentang bahan
yang akan dijadikan laporan PKN

Dapat mengetahui langkah-langkah
berkas yang akan di validas sebelum
di berikan kepada wajib pajak

1. Bersama Bapak Yhoni Restian
dan tim menuju Mumbulgarden

2. Memahami bagai mana tatacara
saat verifikasi lapangan
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(D)

(2)

©)

Pekan I11 Bertugas di bagian verifikas Dapat memahami  permasalahan
Tanggal 2 BPHTB yang di hadapi saat memverifikas
Maret §/d 6 data. Seperti permasalahan jual-beli,
Maret 2015 hibah, waris, APHB, lelang
Membuat laporan verifikasi Dapat memahami pajak yang
pajak reklame ditangani di bidang Penetapan dan
verifikas
Melengkapi data yang Menambah kekurangan bahan yang
diperlukan untuk laporan  diperlukan  sebagai  pembuatan
PKN laporan PKN
Bertugas di bagian validas Dapat mengetahui langkah-langkah
dataBPHTB berkas yang akan di validas sebelum
di berikan kepada wajib pajak
Pekan IV Bertugas di bagian verifikasi 1. Dapat memahami permasalahan
Tanggal 9 BPHTB dan validas data yang di hadapi saat
Maret s/d 13 BPHTB memverifikas  data  Seperti
Maret 2015 permasalahan jual-beli, hibah,
waris, APHB, lelang
2. Dapat mengetahui langkah-

Membuat laporan verifikasi
pajak reklame

Membuat SKPDLB PBB-P2

Melengkapi data  yang
diperlukan  untuk laporan
PKN

langkah berkas yang akan di
vaidas sebelum di berikan
kepada wajib pajak

Dapat memahami pagak yang
ditangani di bidang Penetapan dan
verifikas

1. Ibu Mega selaku kasie penetapan
2. Memahami tatacara pembuatan
SKPDLB PBB-P2

Menambah kekurangan bahan yang
diperlukan  sebaga  pembuatan
laporan PKN



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

1) &) €
Pekan V a. Bertugas di bagian verifikasi 1. Dapat memahami permasalahan
Tanggal 16 BPHTB dan vaidas data yang di hadapi saat
Maret 2015 BPHTB memverifikass data.  Seperti

b. Membuat laporan verifikas
pajak reklame

c. Membantu menyatat
porporasi karcis kendaraan
roda dua dan roda empat

d. Perpisashan dengan para stef
pegawai bidang penetapan
dan verifikass pada dinas
pendapatan daerah kabupaten
jember

permasalahan jua-beli, hibah,
waris, APHB, lelang

2. Dapat mengetahui langkah-
langkah berkas yang akan di
validas sebelum  di  berikan
kepada wajib pajak

Dapat memahami pgak yang
ditangani di bidang Penetapan dan
verifikas

Dapat memahami pgak yang
ditangani di bidang Penetapan dan
verifikas

1. Selesai melaksanaka Praktek
Kerja Nyata yang di lakukan di
Dinas pendapatan daerah
kabupaten jember.

2. Berterima kasih kepada
kepalabidang penetapan dan
verifikas dan para pegawai yang
adadi bidang 2

4.

a

1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan PKN pada Dipenda Kabupaten Jember, kegiatan
selanjutnyayaitu:
Memberikan nilai hasil PKN kepada bagian akademik untuk di entry, setelah itu

meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing;

Menanyakan kepada dosen yang di tunjuk tentang kesanggupan untuk membibing

mengerjakan Laporan PKN;

Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke akademik; dan

Membuat |aporan PKN.
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4.2 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Hasil kegiatan PKN merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan PKN yang
dilakukan dengan cara terjun langsung pada bidang 2 yaitu Penetapan dan Verifikas
yang berkaitan dengan judul “Prosedur Pengesahan Verifikasi dan Validas Atas Jual
Beli Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember”.

4.2.1 Pelaksanaan Verifikas dan Validass Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember khususnya Pgak BPHTB menggunakan Self Assesment
System yang merupakan sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada
wajib pgjak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pelaksanaan
Pajak BPHTB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan
prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanyanya
berbagai macam penyuluhan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember, masih ada sajawagjib pajak yang tidak taat pada peraturan.

Wajib paak BPHTB banyak yang meminta tolong melaui PPAT.
Kenyataannya PPAT sendiri masih sgja memberikan arahan yang salah kepada wajib
pajak dalam menghitung BPHTB terutang agar terhindar dari pembayaran pajak yang
besar dengan cara meminimalkan pembayaran pajaknya. Hal ini tidak membuat dinas
pendapatan mati langkah untuk menertipkan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember memakal cara verifikas lapangan. Mekanisme data tata cara verifikas
lapangan akan diatur sendiri. Guna dari verifikasi lapangan ini yaitu memastikan
secara nyata dan riil bahwa data tersebut benar-benar ada dan pembayaran BPHTB
terutang telah sesuai dengan data yang dilaporkan.
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4.2.2 Kekurangan Atau Kelemahan Saat M el aksanakan Magang

Pada dasarnya aktifitas yang dilakukan Dipenda Kabupaten Jember telah
berjalan dengan lancar, namun masih dapat ditemui beberapa kekurangan secara
prosedural yaitu seperti:
1. Penataan arsip SSPD-BPHTB yang kurang rapi; dan
2. Jangkawaktu penyelesaian penelitian SSPD-BPHTB

4.3 Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
4.3.1 Prosedur Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang
PDRD, adapun prosedur administrasi Pgjak BPHTB adal ah sebagai berikut :

Bagan 4.3 Prosedur Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

&2 & 5N

1 @] (3
Pengurusan Akta Pengisian SSPD Penyetoran atau
Pemindahan Hak Atas BPHTB pembayaran pajak

Tanah dan Bangunan

ﬁo
4

Pendaftaran penelitian
SSPD BPHTB

¢ ,
f w B

(7) (6 ©)

\ Penyerahen berkas (BB Penerbitan (@B Verifikasi dan

kepada wajib pajak SKPDKB dan Validasi
penagihan

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015
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Penjelasan :
1. Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Wajib pgjak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
melalui PPAT atau Kepala Kantor yang membidangi lelang negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengisian SSPD BPHTB.
Setiap wajib pajak wajib menghitung pajak yang terutang dan membayar sendiri
dengan menggunakan SSPD-BPHTB. SSPD-BPHTB wajib diis dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pgak dan PPAT/PPATY
Kepala Kantor BPN/ Kepala Kantor Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Pejabat
Lelang. SSPD-BPHTB merupakan aat untuk melakukan pembayaran/penyetoran
BPHTB terutang dan sekaligus berfungsi sebagai SPTPD.
3. Penyetoran atau Pembayaran Pgjak.
Tempat pembayaran BPHTB dilakukan oleh wgib pgak pada Bendahara
Penerimaan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk;
4. Pendaftaran Penelitian SSPD BPHTB.
Wajib Pgjak setelah menerima SSPD-BPHTB harus menyampaikan permohonan
penelitian SSPD-BPHTB kepada bidang yang menangani pada Dinas Pendapatan
dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan disertai lampiran dokumen
pendukung lainnya seperti:
a.  Surat kuasadari wajib pajak (dalam hal di kuasakan);
b. SSPD-BPHTB yang telah ditandatangani oleh Bendahara Penerima / Bank
yang ditunjuk;
Kuitansi transaksi jual beli (bermaterai cukup);
d. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun perolehan hak. Jika SPPT belum terbit,
dapat digantikan dengan surat keterangan NJOP dari instansi terkait;
e. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS/TTS)/Struk ATM  bukti
pembayaran PBB/bukti pembayaran PBB lainnya atau surat keterangan
lunas Pembayaran PBB dari Kepala Desa/Lurah atas tanah dan/atau
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bangunan yang diperoleh haknya untuk 5 tahun terakhir dalam hal tidak bisa
menunjukkan STTS/TTS;
f. Fotokopi identitas kuasa wajib pajak (dalam hal di kuasakan);
g. Fotokopi identitas wajib paak/pembeli (dapat berupa Kartu Tanda
Penduduk/ Surat 1zin Mengemudi/ Pasport/ Akte Kelahiran;
h. Fotokopi identitas wajib pajak/penjual (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/
Surat 1zin Mengemudi/ Pasport/ Akte Kelahiran);
i. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam
hal transaks waris;
J. Fotokopi bukti kepemilikan tanah/bangunan atau sertifikat objek perolehan
hak; dan
k. Dokumen-dokumen pendukung lain yang diperlukan.
5. Verifikas dan Vdidasi .
Setelah persyaratan terpenuhi, Dinas Pendapatan dalam ha ini bidang yang
menangani verifikas menindaklanjuti dengan mencocokka data yang ada dari
wajib pajak dengan keadaan yang sebenarnya.
6. Penerbitan SKPDKB dan Penagihan.
Apabila saat pemeriksaan ternyata jumlah BPHTB terutang kurang bayar maka
diterbitkan SKPDKB dan jika ditemukan data baru dan data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah
diterbitkan SKPDKB maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan harus dilunasi oleh wajib pgak. Pelaksanaan
penagihan diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sgjak
tanggal jatuh tempo.
7. Penyerahan Berkas Kepada Wajib Pgjak.
Jika permohonan penelitan tidak ada masalah maka wajib pajak dapat mengambil
SSPD-BPHTB (lembar 1, 3 dan 5), sedangkan lembar 2 disimpan untuk arsip.
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4.3.2 TataCaraPengisian SSPD-BPHTB

P PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 2
@a DINAS PENDAPATAN LR

Gambar 4.4 Contoh SSPD-BPHTB lembar 2
(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015)

Dari contoh gambar SSPD-BPHTB diatas, tata cara pengisan SSPD-BPHTB sebagai
berikut:

a. Wajib pajak mengisi identitas sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP). Pada
kolom poin A mengisi nama terang, aamat wajib paak, kelurahan/desa,
kabupaten/kota, kecamatan dan kode pos;
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b. Padakolom B Mengis nama subjek pajak, NOP PBB, letak tanah dan bangunan,
kelurahan/desa, kecamatan, RT/RW, kabupaten;

c. Mengisi dan menghitung NJOP-PBB per meter persegi (berdasarkan SSPT-PBB
tahun terjadinya peralihan hak), harga transaksi/nilai pasar di tulis sesuai dengan
yang tertera pada akta atau kuitansi pengesahan harga perolehan hak, Mengisi
kolom jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan serta menulis nomor sertifikat

d. Pada kolom C NPOP di tulis dengan nilai bilangan terbesar antara NJOP-PBB
dan hargatransaksi atau nilai pasar;

e. NPOPTKP suda di tentukan jika Rp 60.000.000,- dikenakan untuk transaksi jud
beli, lelang, dil. Sedangkan Rp 300.000.000,- di kenakan untuk waris dan atau
hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
dergat ke atas atau satu dergjat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk
suami/istri;

f.  Menghitung NPOPKP yaitu dengan mengurangkan NPOP dan NPOPTKP;

g. Menghitung BPHTB terutang dengan cara mengurangkan NPOP dengan
NPOPTKP kemudian dikalikan tarif sebesar 5% (lima persen);

h. Mengis nila BPHTB terutang pada kolom bawah dengan angka, serta
menulisnya kembali dengan huruf;

i. Menulistempat dan tangga pengisian SSPD-BPHTB;

j.  Menandatangani SSPD-BPHTB serta menuliskan namaterang wajib pajak.

44  Prosedur Verifikas dan Validas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan

Prosedur verifikasi dan validasi BPHTB yaitu suatau langkah yang dilakukan
oleh Dipenda Kabupaten Jember untuk mengoreks kelengkapan dokumen,
mencocokkan kebenaran data terkait dengan objek pgak yang tercantum pada SSPD-
BPHTB untuk menghindari kecurangan Wajib Pgak dalam pembayaran pajak
BPHTB. Prosedur verifikasi hampir sama langkahnya dengan prosedur validas yaitu
mencocokkan kebenaran data terkait dengan objek pajak yang tercantum pada SSPD-
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BPHTB. Setiap persamaan pastinya ada perbedaan perbedaan dari verifikasi dan
validas yaitu:

1. Melaksanakan verifikasi administrasi atau lapang atas materi BPHTB

2. Pemberian legalitas terhadap objek pajak BPHTB
Kedua prosedur tersebut sangat berkaitan, karena verifikasi dan validas berguna
untuk memfilter kesalahan-kesalahan yang di buat oleh wajib pajak.

Prosedur verifikasi dan validas dilakukan setelah Wajib Pgjak melakukan
pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD-BPHTB melalui
Bendahara Penerimaan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk. Penelitian
SSPD-BPHTB dilakukan oleh tim verifikasi, jika semua kelengkapan dan kesesuaian
data objek pajak terpenuhi maka akan dilakukan validasi. Setelah itu SSPD-BPHTB
akan ditandatangani oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi, yang kemudian
akan diberikan kepada wajib pajak untuk SSPD-BPHTB lembar 1, 3 dan 5 dan
sisanya di ambil oleh Dipenda sebagal arsip.

4.4.1 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Prosedur Verifikas Dan Validasi Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

a Wajib pajak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi
Pelayanan atas SSPD-BPHTB yang telah dibayarkan. Wajib pajak di bantu oleh
PPAT untuk menyiapkan SSPD-BPHTB daam pembayaran dan perhitungan
BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT yaitu camat atau notaris. PPAT
bertugas dan berwenang untuk:
1. Menyiapkan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
2. Memeriksakebenaran dataterkait objek pajak ke Kepala Kantor BPN

b. Fungs pelayanan atau Dipenda
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pgjak Daerah BPHTB. Fungs Pelayanan

berwenang dan bertugas untuk :
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1. Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak
yang tercantum dalam SSPD BPHTB;

2. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pgak atas SSPD-BPHTB
serta memeriksa kelengkapan data yang diajukan;

3. Menyimpan dan mendokumentasikan arsip pajak daerah dan retribus
daerah.

Tim verifikas

Merupakan pihak yang menyimpan database objek paak. Fungs ini

menyediakan data terkait objek pagak kepada Fungs Pelayanan. Fungsi

Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk :

1. Mengelola database objek paak yang termasuk daam wilayah
wewenangnya;

2. Menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungs Pelayanan;
Melaksanakan perhitungan nilai pajak BPHTB;
Mencocokkan data dalam SPTPD-BPHTB dan SSPD-BPHTB dengan
keadaan di lapangan.

5. Melaksanakan verifikas lapangan jika data yang terkait tidak sesuai dengan
keadaan fisknya.

Tim validasi

Mengolah kembali data yang telah dilaporkan oleh Tim verifikasi untuk di tinjau

kembali. Tim validas berwenang dan bertugas untuk:

1. Meninjau kembali SSPD-BPHTB,;

2. Penerbitan legalitas terhadap ojek pgak BPHTB

3. Menerbitkan surat ketetapan PDRD dan ketetapan lainya; dan

4. Pemberian legalitas terhadap objek pajak BPHTB

Penetapan dan pengesahan

Penetapan dilakukan jika data yang terkait objek pajak BPHTB telah valid,

pengesahan dilakukan dengan penandatanganan oleh kepala bidang yang

mengsahkannya data tersebut telah selasa dan memenuhi  kriteria
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4.4.2 Langkah-Langkah Prosedur Verifikas dan Validas

FUNGSI PELAYANAN

PENETAPAN DAN

WAJIB PAJAK (DIPENDA) TIM VERIFIKASI TIM VALIDASI PENGESAHAN
Langkah 1
Menyiapkan A Mendaftarkan
berkasBPHTB | ° .| penlitian
SSPD-BPHTB
v Langkah 3
A Langkah 6

Berkas SSPD-

BPHTB valid

B SSPD-BPHTB

di validasi
Verifikasi lapangan

Langkah 4

Lembar SSPD
BPHTB

Langkah 7|

Langkah 8

Bagan 4.5 Prosedur Verifikasi dan Validas

41
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Langkah 1
Wagjib paak selaku penerima hak menyampaikan dokumen pendukung yang

dibutuhkan untuk penelitian SSPD-BPHTB. Misalnya pada jua beli dokumen

pendukung tersebut yaitu:

a  Surat kuasadari wajib pajak (dalam hal di kuasakan);

b. SSPD-BPHTB yang telah ditandatangani oleh Bendahara Penerima / Bank yang
ditunjuk;

c. Kuitans transaksi jual beli (bermaterai cukup);

d. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun perolehan hak. Jika SPPT belum terbit, dapat
digantikan dengan surat keterangan NJOP dari instans terkait;

e. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS/TTS)/Struk ATM  bukti
pembayaran PBB/bukti pembayaran PBB lainnya atau surat keterangan lunas
Pembayaran PBB dari Kepala Desa/Lurah atas tanah dan/atau bangunan yang
diperoleh haknya untuk 5 tahun terakhir dalam hal tidak bisa menunjukkan
STTSTTS,

f. Fotokopi identitas kuasawajib pajak (dalam hal di kuasakan);

g. Fotokopi identitas wajib pajak/pembeli (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/
Surat 1zin Mengemudi/ Pasport/ Akte Kelahiran;

h. Fotokopi identitas wajib pajak/penjual (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/

Surat 1zin Mengemudi/ Pasport/ Akte Kelahiran);
Fotokopi bukti kepemilikan tanah/bangunan atau sertifikat objek perolehan hak;
dan Dokumen-dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib pagjak datang ke PPAT dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan

untuk proses selanjutnya.

Langkah 2

Petugas PPAT membawa SSPD-BPHTB wajib pagjak serta dokumen-dokumen

pendukung lainnya ke fungsi pelayanan atau Dipenda, kemudian mengisi formulir
pendaftaran penelitian SSPD-BPHTB.
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Langkah 3
Fungs pelayanan menerima formulir pendaftaran penelitian BPHTB, SSPD-

BPHTB dan dokumen pendukung dari wajib pajak. Fungs pelayanan meng-entry
data wajib paak, kemudian menyerahkan data terkait objek pajak berdasarkan
formulir permohonan penelitian SSPD-BPHTB yang diterima. Fungs pelayanan
membuatkan lembar arus dokumen sebagai penyampaian form pengajuan data kepada

tim verifikas dan validasi.

Langkah 4
PPAT mendapatkan selembar kertas bukti penerimaan surat untuk

pengambilan berkas setelah diverifikasi dan validasi. Berkas bisa diambil setelah tiga

sampai empat hari kerja.

Langkah 5
Tim verifikass menerima form pengajuan data yang telah diisikan data objek

paak dari fungs pelayanan. Tim verifikasi kemudian memeriksa kebenaran data
yang tercantum dalam SSPD-BPHTB dan dokumen-dokumen pendukung SSPD-
BPHTB berdasarkan data objek pgjak dari fungsi pelayanan. Setelah diverifikasi, tim
verifikasi menerbitkan berkas Laporan Hasil Penelitian Administrasi SSPD-BPHTB.
Dalam kondis tertentu, tim verifikasi dari Dipenda berhak melakukan penelitian
lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme data tata cara
penelitian lapangan akan diatur sendiri.

Langkah 6
Tim verifikas menyerahkan berkas SSPD-BPHTB dan dokumen-dokumen

lainnya kepada tim validasi. Tim validasi meninjau kembali kebenaran data yang
telah di verifikasi. Gunavalidasi disini yaitu untuk menyaring kembali data-data yang
telah diverifikas jikala ada kelalaian yang tak telihat oleh tim verifikasi. Setelah data
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berkas SSPD-BPHTB dinyatakan valid, maka tim validasi meng-entry data dan
memberikan nomor validasi serta menerbitkan Kertas K erja Pengesahan Penelitian.

Langkah 7
Setelah divalidasi, SSPD-BPHTB ditetapkan atas objek pajak BPHTB akan

ditandatangani oleh kepala bidang penetapan dan verifikasi. Penandatanganan SSPD-
BPHTB membuktikan telah sah suatu dokumen yang digjukan oleh wajib pajak untuk
diteliti. Setrelah itu diberikan kepada fungsi pelayanan untuk diarsipkan yaitu lembar
ke-2 sebagai arsip dokumen.

Langkah 8
Setelah tiga hari proses, PPAT kembali ke Dipenda dengan membawa

selembar kertas bukti penerimaan arus dokumen SSPD-BPHTB. SSPD-BPHTB
selanjutnya diserahkan kembali pada PPAT yaitu SSPD-BPHTB lembar 1, 3 dan 5
(lembar 1 untuk wajib pajak, lembar 3 untuk notaris’PPAT, lembar 5 untuk Badan
Pertanahan Nasional atau BPN) untuk sisanya sebagai arsip Dipenda.

45  BeaPerolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan dalam Jual Beli

Pada saat melakukan jual beli tanah dan bangunan, baik pembeli maupun
penjual akan dikenakan pajak. Penjual dikenakan Pgjak Penghasilan (PPh) atas uang
pembayaran harga tanah yang diterimanya, dan pembeli dikenakan BPHTB atas
perolehan hak atas tanahnya.

Jual beli atas tanah dan/atau bangunan merupakan objek BPHTB bagi pembeli
(Muljono,2010:171). Dalam transaks jual beli tanah, yang menjadi subjek pajak
BPHTB vyaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan
bangunan, yaitu pembeli. Dalam pembayaran BPHTB oleh pembeli, dasar pengenaan
BPHTB adalah NPOP. Dalam bahasa sehari-hari NPOP bisa juga diartikan sebagai
nilai transaksi atau nilai kesepakatan harga antara penjua dan pembeli.
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Nila Perolehan Objek Pgak atau harga transaksi bisa lebih besar atau lebih
kecil dari NJOP. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai NPOP, seperti
perkembangan ekonomi di suatu daerah dalam waktu singkat sehingga harga tanah
meningkat dengan cepat. Daerah seperti ini nilai NPOP bisa jauh lebih besar dari
NJOP.

Sebaliknya ada daerah yang nilai NPOP-nya lebih rendah dari nila NJOP
seperti daerah yang berdekatan dengan area pemakaman, lokasi yang berada di dekat
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau Sutet, daerah yang rawan bencana,
daerah dengan potensi konflik atau sengketa di kemudian hari dan lain-lain. Jika nilal
NPOP lebih besar dari NJOP maka yang dijadikan sebagai dasar pengenaan PPh dan
BPHTB adalah NPOP. Tapi jika NPOP lebih kecil dari NJOP maka yang dijadikan
dasar untuk perhitungan PPh dan BPHTB adalah NJOP.

4.6  Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Jual

Beli

Setiap daerah memiliki NPOPTKP yang berbeda tergantung daerahnya
masing-masing. Pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 pasal 9 ayat 7 dan ayat
8 menjelaskan untuk wilayah Kabupaten Jember ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00
untuk transaksi jual beli tanah, sedangkan Rp 300.000.000,00 di kenakan untuk waris
dan atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu dergat ke atas atau satu dergat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat,
termasuk suami/istri.

Besarnya BPHTB terutang adalah NPOP dikurangi NPOPTKP dikalikan tarif

5% (lima persen) dengan formulasi sebagai berikut:

BPHTB terutang = 5% X (NPOP — NPOPTKP)

Keterangan: Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diperoleh dari luas tanah objek
paak dikalikan nilai tanah dan atau ditambahkan luas bangunan dikalikan nilai
bangunan pada saat bangunan berdiri.
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4.6.1 Contoh Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Jual
Beli
1. Pada tanggal 20 Januari 2015 Pak Zaid membeli tanah yang terletak di Desa
Sukowono Kabupaten Jember dengan harga transakss Rp 10.000.000,00. Pada
transaks jual beli NPOPTKP yang dikeakan yaitu Rp 60.000.000,00. Mengingat
NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak
terutang BPHTB. Perhitungannya sebagai berikut:
BPHTB terutang = 5% X (NPOP-NPOPTKP)
= 5% X (Rp 10.000.000,00 — Rp 60.000.000,00)
= Rp 0 (nihil)

2. Pada tanggal 12 Februari 2015 Nyonya Eka membeli tanah yang terletak di
Kelurahan Tegabesar Kabupaten Jember dengan harga transaksi Rp
650.000.000,00. Pada transaksi jual beli NPOPTKP yang dikeakan yaitu Rp
60.000.000,00. Mengingat NPOP lebih besar dibandingkan NPOPTKP, maka
NPOPKP dari trandaks tersebut yaitu NPOP dikurangi NPOPTKP. Maka
perolehan hak tersebut terutang BPHTB. Perhitungannya sebagai berikut:

NPOPKP = NPOP - NPOPTKP
= Rp 650.000.000,00 - Rp 60.000.000,00
= Rp 590.000.000,00
BPHTB terutang = 5% X NPOPKP
= 5% X Rp 590.000.000,00
= Rp 29.500.000,00
Maka pajak BPHTB yang harus dibayar oleh Nyonya Eka yaitu sebesar
Rp 29.500.000,00
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3. Pada tanggal 20 Oktober 2014 Pak Santoso membeli tanah yang terletak di
Lampeji Mumbulsari Kabupaten Jember dengan harga transaksi Rp
76.000.000,00. Pada transaksi jual beli NPOPTKP yang dikeakan yaitu Rp
60.000.000,00. Pada perhitungannya terjadi kesalahan seperti pada gambar
berikut:

Penghitungan NJOP PBB :
; Ditsi luas tanah atau bangunan | Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya

Objek Pajak ang haknya diperoleh perolehan hak/ Tahun Luas x NJOP PBBf M2

7. Luas tanah (bumi) 9, NJOP tanah (bumi)/ m2 {angka 7 x angka 9)
Tanah ( bumi ) 80 m2 | Rp.. O u| Rp..2). 236000,

8. Luas bangunan 10. NJOP bangunan/m2 (angka 8 x angka 10) |
Bangunan m2l m ’ r
p. 12| rp. RLEESECC.
NJOP P8B :

14 Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan :
15 Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas dan atau bangunan / Nilai Pasar |

t6NomorSertifikasiTanah: [ 1 | | | [ [ [ T T T T T TTTTTT]

PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak ) i
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) 1 f] (5
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 & .
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1 -angka 2 | 3 *—1-——'—'
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang 5% xangka3 |4 |

_Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelola *) 50% x angka 4 {5 |
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 |-

Gambar 4.6 Contoh perhitungan pgjak pada SSPD-BPHTB
(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015)

Maka dari kejadian tersebut wajib paak terkena kurang bayar BPHTB.
Perhitungan yang benar yaitu sebagai berikut:
BPHTB terutang =5% X ( NPOP — NPOPTKP)
=5% X ( Rp 76.000.000,00 — Rp 60.000.000,00)
= 5% X Rp 16.000.000,00
= Rp 800.000,00
Pajak BPHTB yang seharusnya di bayar sebesar Rp 800.000,00
Tetapi wajib pajak telah membayar pgjak BPHTB sebesar Rp 52.800,00 maka
BPHTB kurang bayarnya yaitu:
Rp 800.000,00 — Rp 52.800,00 = Rp 747.200,00
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BAB 5. PENUTUP

51 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan PKN yang dilaksanakan
penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pemungutan pgak BPHTB pada Dipenda Kabupaten Jember sudah
mengikuti prosedur dan undang-undang yang berlaku namun dalam
pelaksanaannya waktu penyelesaian prosedur verifikas dan validas yang
dilakukan belum selesai dimana dalam aturannya seharusnya tiga hari kerja
namun dalam kenyataannya melebihi dari jangka waktu yang ditentukan.
Beberapa wajib pajak harus kembali ke dipenda karena proses penelitian SSPD-
BPHTB masih belum selesai;

2. Kurangnya kelengkapan dari wajib pajak pada saat verifikasi, sehingga petugas
memberikan lembaran yang berisikan renvoi data kurang lengkap. Seperti hal
pembayaran PBB-P2 terutang wajib pajak masih memiliki tanggungan pajak
PBB-P2. Adanya kesalahan saat mengisi SSPD-BPHTB, sehingga wajib pajak
kurang bayar BPHTB terutang. Data yang dimasukkan tidak sama sehingga

dilakukan verifikasi lapangan.

52  Saran

Berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan kegiatan PKN di Dipenda
Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada Dipenda Kabupaten Jember
sehubugan dengan meningkatkan pelayanan di Dispenda Kabupaten Jember. Pada
dasarnya aktifitas yang dilakukan Dipenda Kabupaten Jember telah berjalan dengan
lancar, namun masih dapat ditemui beberapa kekurangan secara prosedural.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut penulis memberikan saran antaralain:

48
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1. Jangkawaktu penyelesaian penelitian SSPD-BPHTB
Pada tiga hari setelah pengguan wajib pagak yang datang untuk mengambil
SSPD-BPHTB yang sudah digjukan untuk diteliti harus kembali karena prosedur
verifikas dan validasi yang dilakukan belum selesai. Hal tersebut dikarenakan
verifikas lapangan yang kurang terorganisir. Saran penulis supaya tim verifikas
lapangan dan verifikasi berkas BPHTB harusnya dibagi tim dan tugasnya masing-
masing. Tugas tersebut disesuaikan atau dibagi antar wilayah pada Kabupaten
jember, sehingga pada saat verifikasi lapangan hanya tim pada daerah yang akan
dituju itulah yang melaksanakan verlifikasi lapangan selain dari itu berada
dikantor untuk melanjutkan tugasnya masing-masing, sehingga akan
mempercepat waktu verifikas dan validasi.
2. Kurang lengkapnya data wajib pajak

Kurang telitinya petugas fungs pelayanan dalam memeriksa SSPD-BPHTB dan
berkas wajib paak, sehingga prosedur verifikasi dan validas tidak dapat
dilanjutkan sehingga menunggu wajib paak kembali untuk memberitahukan
kekurangan berkasnya. Saran penulis supanya fungsi pelayanan lebih teliti dalam
pemeriksaan berkas SSPD-BPHTB sebelum dibuatkan lembar arus dokumen.
Selain itu seseorang sebelum di tempatakan pada fungsi pelayanan diberi bekal
lebih untuk mengerti prosedur verifikasi dan validasi dengan diadakan workshop
yang dikhususkan unruk petugas fungsi pelayanan.
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A. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor :413/UN25.1.2/SP/2015 5 Pebruari 2015
Lampiran : Satu eksemplar

Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .
JI. Jawa No.72 Jember

Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara
pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM PROGRAM STUDI
1. | lzzun Nur Amaliyati 120903101032 DIIT Perpajakan
2. | Adita Yunia Mapadah 120903101035 DIl Perpajakan
3. | Evi Dwi Oktavianasari 120903101047 DIl Perpajakan
4. | Laurensia Geby Pratiwi 120903101048 DIIl Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

% “2%¥Drs. Himawan\Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

CTag naea Nt
%ﬁf@"ﬂ 610828 199201 1 001
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B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 # 337112 JEMBER 68121

———
Jember, 9 Februari 2015
Nomor 413/¢26 [ 35.09.422 / 2015 Kepada
Sifat Penting ) Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Lampiran : - dan Ilmu Politik Universitas Jember
Perihal Permohonan Tempat PKN di—
JEMBER

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sesial dan Ilmu Politik Universitas
Jember Nomor : 413/UN.25.1.2/SPf2015 tanggal 5 Februari 2015 perihal sebagaimana
tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima
Mahasiswa/i Saudara atas nama :

No. Nama NIM Program Studi
1 | Izzun Nur Amaliyati 120903101032 D - III Perpajakan
2 | Adita Yunia Mapadah 120903101035 D - III Perpajakan
3 | Evi Dwi Oktavianasari 120903101047 D - III Perpajakan
4 | Laurensia Geby pratiwi 120903101048 D - III Perpajakan

Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015 untuk melaksanakan Praktek
Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
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C. Surat Tugas Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 458/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor
413/126/35.09.422/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 perihal ljin Tempat PKN, maka dengan
ini Dekan Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No NAMA NIM [ PROGRAMSTUDI |
__ L. | Izzun Nur Amaliyati 120903101032 DIl Perpajakan
~ 2. | Adita Yunia Mapadah 120903101035 DIl Perpajakan
3. | Evi Dwi Oktavianasari 120903101047 DIl Perpajakan

4. | Laurensia Geby Pratiwi 120903101048 DIl Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung

mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

7 ~Jember, 9 Pebryan 2015

;.@;‘_ﬁ'D_ekan
* ', Pembantu Dekan |

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 189201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan
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D. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantan 37. - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342

Fax (0331) 335586 Jember 68121Email : fisip@unej.ac.id

SURAT. TUGAS
Nomor: 459/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. A. Kholig Azhari, M.Si.
NIP :195607261989021001
Jabatan : Lektor Kepala

Pangkat / golongan : Pembina [V/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas llmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung
mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa
sebagai berikut :

| No. Nama NIM PROGRAM STUDI
| 1. [Izzun Nur Amaliyati 120903101032 DIII Perpajakan
5[ 2. | Adita Yunia Mapadah 120903101035 DIl Perpajakan
| 3. | EviDwi Oktavianasari 120903101047 DIl Perpajakan
4. | Laurensia Geby Pratiwi 120903101048 DIl Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

lember,9Peb an 2015

'm Dekan/
,l-pn‘,embantu deanl

..,\‘]

Tembusan :
1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D11l Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej
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E. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI Katimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 022 /UN.25,1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan 'E'ug.:ls Akhir Program Studi Diploma Il Perpajakan
Fakultas llmu Sosial dan [lmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik

Fakultas lmu Sosial dan Hlmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini ¢
Namau : Drs. Suhartono, M.P.

NIP 1 196002141988031002

Jubatan : Lektor

Pendidikan Tertinggi : S-2
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : lzzun Nur Amaliyati

NIM 1120903101032

Judul Tugas Akhir  : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Pengesahan Verifikasi Dan Validasi Atas Jual Beli Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedures of Verification and Validation of Buy and Sell of Purchase Fees
on Land and Buildings at Revenue Department of Jember Regeny

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya,

f Drs. Himawan Rayu Patriadi, MA, Ph‘D.‘/
NIP 196108281992011001

Tembusan :

. Dosen Pembimbing

. Ketua Jurusan [lmu Administrasi

. Ketua Program Studi Diploma 111 Perpajakan
. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian

. Mahasiswa yang bersangkutan

. Arsip

= W VR - P Y
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F. Angket Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

L. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax, 0331-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER
NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN ANGKA HURUF
1 __|Penguasaan Materi Tugas 90 Jambi ] inh
2 _|Kemampuan / Kerjasama 9 )alapan puluh -
3 |Etika 3 Nalapan vl 3] aaan
4 |Disiplin . Dalapan plh dolan
NILAI RATA - RATA 35 I(dalag

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama Izzun Nur Amaliyati
NIM 120903101032
Jurusan . limu Administrasi

Program Studi : Diploma Il Perpajakan

Yang menilai :

Nama
Jabatan
Instansi
Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :
NO. | ANGKA HURUF KRITERIA
1 80 > A Sangat Baik
2 70-79 B Baik
3 60 - 69 C Cukup Baik
4 50 - 59 D Kurang Baik
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G. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Tempat KK : BIDANG II
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER

NO NAMA TANGGAL

1 |IZZUN NUR AMALTYATI 16 FEBRUARI 2015

17 FEBRUARI 2015

18 FEBRUARI 2015

19 FEBRUARI 2015

20 FEBRUARI 2015

21 FEBRUARI 2015

22 FEBRUARI 2015

23 FEBRUARI 2015

24 FEBRUARI 2015

25 FEBRUARI 2015

26 FEBRUARI 2015

27 FEBRUARI 2015

(28 FEBRUARI 2015

( DMARET 2015

2 MARET 2015

3 MARET 2015

4 MARET 2015

5 MARET 2015

6 MARET 2015

{7 MARET 2015

(8 MARET 2015

9 MARET 2015

10 MARET 2015

11 MARET 2015

12 MARET 2015

13 MARET 2015

14 MARET 2015

151 2015

16 MARET 2015
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H. Surat Keterangan Selesai Magang

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 % 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN
Nomor : 385/ 2 7¢/ -/35.09.422/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH

NIP : 19640106 199703 1 004

Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a

Jabatan . Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah Ini :

NO NAMA NIM JURUSAN

1. | Izzun Nur Amaliyati 120903101032 ~ D-III Perpajakan
2. | Adita Yuniar Mapadah 120903101035 D-III Perpajakan
3. | Evi Dwi Oktavianasari 120903101047 D-III Perpajakan
4., | Laurensia Geby Pratiwi 120903101048 D-III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada tanggal
16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Maret 2015

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN

ATEN JEHBER
/ pra

1;1.

' . _Pembina
NIP 19640106 199703 1 004
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I. Form Bimbingan

UNIVERSITAS JEMBER

Email . fisipunej stelkom net Telp, (03313 332736

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1 Knlimantan - Kampus Tegalboto Telp. (1331) 335586, 331342 Fax (1331) 335586 Jember 68121

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA 111 PERPAJAKAN - FISIP UNE]J

Nama
NIM
Jurusan

: Izzun Nur Amaliyati
1 120903101032
: Imu Administrasi

Program Studi : Diploma 111 Perpajakan

Alamat Asal

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

1 JL. Ciliwung gg 2 No. 8 RT 05 RW 03 Jogoyudan, Lumajang

Prosedur Pengesahan Verifikasi Dan Validasi Atas Jual Beli Bea Perolehan Hak Aias Tanah
Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris}

Procedures of Verification and Validation of Buy and Sell of Purchase Fees on Land and
Buildings at Revenue Department of Jember Regeny.

Dosen Pembimbing : Drs. Suhartono, MP.
: I AT ONGy: Y

| TANDA |

NO | HARI/TANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
sy PEMBIMBING

1. | Jum'at /20 Maret 2015 1030 Konsoltan” dan Aic JoSvi gﬂ A
R Senin /31 Maref 105 | .00 Bimbiagan Bab 1, 1,3 _ﬁ. -

3. | [amic /1 Apnil 208 .30 Revis bab 1,2,3 ------—;ﬁ! .

4. | Kamis /9 April 20 10.00 | Gimbinganr bab § slang ﬁ

¢ | Senin /13 April 208 | .00 né.;;:'_a-b § tenfung saran —@él' Y

b. | Celara /14 April W6 | 10.00 | fec Cidang w
Caaan: o 7 i

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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J. Contoh SSPD-BPHTB Lembar 2 Jual Bdli

~

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

JI. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax, (0331) 334894 Jember

LEMBAR 2

Untuk Dinas Pendapatan

S!IRAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD -BPHTB ) 2c g

Kabupaten Jember

Berfungsi sebagai SPTPD - BPHTB

EKA NENSI PURNAMASARI

Kantor Pertanahan

BT A E TIKANINGSIH, SH
(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

(- ToaK [N
DIPERJUALBELIKAN

e ", L

- \
-~ MRS \

(Nama langkap, stempe! & tanda tangan)

- Az A
w,

-y
Pengesahan pejabat Peneliti

&V

A
A

SELAELRANASAR_

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. No. ID PPAT/PPATS :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/ Desa  : ..... Kalmates.................... 5, RT/RW ;.905/010, 6. Kecamatan Kalmiates
7. Kabupaten/ Kota' ... SRR ..o, ¥ 8. Kode Pos
B. 1. Nama Subjek Pajak : e
2. NOP PBB 2 o3 S00-T20.004- 007 D048 ccecvismivvssmmminiansins
3. Letak Tanah dan atau Bangunan
4, Kelurahan/Desa Tegabesar 6. RT/RW
5. Kecamatan Lo ANAS................... 7. Kabupaten s L . e
Penghitungan NJOP-PBB :
Luas NJOP-PBB/m?
Uraian (diisi luas tanah dan atau bangunan (difs! berdasarkan SPPT-PBE tahun Luas x NJOP-PBB/m?
yang haknya diperaleh) terjadinya perolehan hak/tahun......)
Tanah (Bumi) Bl it VA 5 b N mt | 30 FRp BEBD0..... .o iirsre isins 12 |Rp. .. wer- A 58.944.000.
Bangunan 9 I O 1R | ———re I i ) ]
NJOP-PBB | 14 |Rp.
Harga Transaksi / Nilai Pasar | 15 | Rp. wcooeueenn BALARALA0N.
16. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : Jual Beli
17, Nomor Sertifikat : SHMNG. 45T/l To0aNBSAL.......ccoveenirresrnnessesssnes
C. Penghitungan BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak)
+  Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. $50.000.000
+  Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) P o) 60.000.200.
* Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP) Rp. .. 580.000.008..
* Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang (5%) Rp. ... 29.000.000.
* Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar i, v KLY
D. Jumiah Setoran berdasarkan : (beri tanda "lingkaran” pada huruf yang sesuai)
a. Penghitungan Wajib Pajak
b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT NOMOr ! .ccccrecnesniseciiann Tanggal :
c. Pengurangan dihitung sendiri karena
IO g B e g s >
Dengan angka Dengan huruf
[Re. PRI s TE TR B RO T RSO TR T L —— )
' & /| \BPAT/PPATS/Pejabat Lelang/Kepala Waiib Pajak/Penyetor

b 3
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J.1 Contoh SSPD-BPHTB Lembar 2 Nihil Jual Beli

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN  UE——
J1. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 Jember hm"“m"‘m'
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 2080063 %
( SSPD - BPHTB )
Berfungsi sebagai SPTPD - BPHTB
A. 1. Nama Wajib Pajak : .....ZbJ.. KANDLN,.. 5K
2. No. 1D PPAT/PPATS :
3. Alamat Wajib Pajak : ....J 1 Jdswse. Joaax. .0y BLOK/KAV/Nomor :
4. Kelurahan/ Desa ... d9MBRE o ... S.RTRW »..003/01%. Kecamatan ;.. ¥atweng
7. Kabupaten/ Kota  : .......d\ 8. Kode Pos

Harga Transaksi / Nilai Pasar

16. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : Mcte, Jusl Bell

17. Nomor Sertifikat : ...... WiH. Nemas.. 124/ Svikamome

-
*  Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
*  Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP)
¢ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang (5%)
* Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar
D. Jumizh Setoran berdasarkan : (beri tanda “lingkaran” pada huruf yang sesuai)
a. Penghitungan Wajib Pajak

b.  STPD/SKPDKB/SKPDKBT Nomor : Tanggal :

c. Pengurangan dihitung sendiri karena :
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J.2 Contoh SSPD-BPHTB Lembar 2 Kurang Bayar Jual Beli

62

| PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SPTPD BPHTB) - | -,

LEMBAR 2

Untuk Dinas Pendapatar
Kabupaten Jember

=
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER : Jalan Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112

Terbilang : .52 000 fr o & bttt LS L RN I.

A L Ngima Wall Pjaics (ORI LAy O e b
2. NPWP - | [ = | | ] | ]:[ T 11 [TT] pisisesuai dengan Nomor Pokok Waiib Pajak yang dimiliki
3. Alamat Wajib Pajak bt O i o SR CL BLOK/KAV/Nomor :
4. Kelurahan/ Desa " : -“" A% R 6. Ke y s AU (A
FiNatupaten Kot = o v issses et s e it 8. Kode Pos [c]°V [Z7H ]
. 1.noPPBEB : BBl | T [ | K EITEIZ] [ fes poiemman, iomor Objek Pajsk
2. Lokasi Objek Pajak : U' xi BLOK/KAV/Nomor : .
3. Kelurahan/ Desa  : ..o 5. Kecamatan
6. Kabupaten/ Kota okl Kode Pos
Penghitungan NJOP PBB :
Objek Pajak Diisi luas t:;::—.h at;iu br;ng:nan Diisi berdas:hrg?‘nhSaPP'_I;_aiBu:t‘ahun terjadinya Luas x NJOP PBB/ M2
7. Luas tanah (bumi) 9. NJOP tanah (bumi)/ m2 (angka 7 x angka E
Tanah (bumi) | e MRG0 m2 | Rp. X 6. 000 1 2
8. Luas bangunan 10. NJOP bangunan/m2 (angka B x angka 10)
ER) Erl [ T T 12| Rp. .22
(angka 11 x angka 12)
nopees: a3 re. 21.052. 500,
14 Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : ED?,@WW”‘””’ ]
15 Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas dan atau bangunan / Nilai Pasar
16NomorSetifikasiTanahs [l ] | T'T T T T T T T T T TTETLIL]
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak ) Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak { NPOP ) 1| | LI56
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 |- X
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angkal-angka2 |3 | \. ¢ O
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang 5% xangka3 |4 | < C
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelola *) 50% x angka 4 | 5 | = =
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 |- 32
D. Jumiah Setoran berdasarkan : ( Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai
[] a. Penghitungan Wajib Pajak
[F5]65 ST F-SKEKE:/ SKAKBIS SNomoF-e5ial 0 0L " e e TR A R
I:] c. Pengurangan dihitung sendiri karena ; Dj
B o D R e
*) Coret yang tidak periu
Jumiah Pembayaran : Rp. . 52 > M b e e Jember, tanggal ........ Z e e 2015

r DIFALII'J.RSI OLEH,

(T"IIA FAIAR A)

: 7= iNaka lengkap, stempel dan tanda tangan— =

] DITERIMAOLEH : . omee| |80 PO o RO
TEMPATmmAN eeHre. || WAJIB PAJAK/ PENYETOR = s

Tnogal ; e s =
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K. Contoh Formulir Penyampaian SSPD-BPHTB Jual Beli

FORMULIR PENYAMPAIAN SSPD-BPHTB

Lampiran . 1 (satu) berkas -
Perihal . Penyampaian SSPD-BPHTB untuk diteliti

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Jalan Jawa Nomor 72 Jember

di Jember

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Waijib Pajak . Eka.V .E..?urmgar:a'..._.,..
No. ID PPAT/PPATS : - O W
Alamat : )[ %1'95* Pe‘.—zwreo‘uy 2") tcfs D, W .ciicivisiiod
Desa/ Kelurahan v MGl T R R ;
Kecamatan vl b Rl SR P e e

Kabupaten S BIROBE o ossnmmisonsesss ot ARGl s s st s mabimnsre .

Nomor Telepon

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau.
bangunan sebagai berikut :

Narma Wajib Pajak pada SPPT | ... rirniisinsisicssnc s e eess e asangerns ol T Z
NOP : 2500 700, 000007 00 .ccivuissiivionhoss s USSR v it

Alamat
DesalKelurahan
Kecamatan
Kabupaten

Terlampir dokumen sebagai berikut :

1) Formulir Penyampaian SPTPD-BPHTB

2) Surat Kuasa

3) SPTPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) atau disertai bukti
SPTPD-BPHTB

4) Kwitansi jual beli

5) Foto copy SPPT-PBB/STTS-PBB/SSPD- PBB!Struk ATM bukti pembayaran PBB (tidak
mempunyai tunggakan PBB)

6) Foto copy identitas wajib pajak/pembeli, berupa KTP,KSK,NPWPD/Akte Kelahiran *)

7) Foto copy identitas wajib pajak/penjual, berupa KTP,KSK NPWPD/Akte Kelahiran *)

8) Foto copy Sertifikat/Surat Tanah yang lain

9) Foto copy Akte Jual Beli PPAT/Risalah Lelang/Hibah Waris *) :

10) Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa/lurah diketahui Camat setempat (khusus
perolenan hak waris dan hibah wasiat)

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB

le = 12-02-285. .
Waijib-ajan . Kuasa V a}lb Pa;ak )

—
Eug/Nesi Portomasiar.
Keterangan
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K.1 Contoh Formulir Penyampaian SSPD-BPHTB Jual Beli

FORMULIR PENYAMPAIAN SSPD-BPHTB

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian SSPD-BPHTB untuk diteliti

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Jalan Jawa Nomor 72 Jember
di Jember

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Waijib Pajak . 280 wanota | i
No. ID PPAT/PPATS
Alamat

Desa/ Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten

Nomor Telepon

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan sebagai berikut :

Narna Wallb Balak etiia SPPT ; 5. 2muble. LA oot et .o
NOP . 35080130, G60, OF 800406 . .
Surowoho  Pc K

Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten

Terlampir dokumen sebagai berikut :

1) Formulir Penyampaian SPTPD-BPHTB

2) Surat Kuasa

3) SPTPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) atau disertai bukti
SPTPD-BPHTB

4) Kwitansi jual beli

5) Foto copy SPPT-PBB/STTS-PBB/SSPD-PBB/Struk ATM bukti pembayaran PBB (tidak
mempunyai tunggakan PBB) .

6) Foto copy identitas wajib pajak/pembeli, berupa KTP,KSK,NPWPD/Akte Kelahiran )

7) Foto copy identitas wajib pajak/penjual, berupa KTP,KSK,NPWPD/Akte Kelahiran *)

B) Foto copy Sertifikat/Surat Tanah yang lain

9) Foto copy Akte Jual Beli PPAT/Risalah Lelang/Hibah Waris *) :

10) Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat setempat (khusus
perolehan hak waris dan hibah wasiat)

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB

Keteranoan
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K.2 Contoh Formulir Penyampaian SSPD-BPHTB Jua Beli

FORMULIR PENYAMPAIAN SSPD-BPHTB

i . 1 (satu) berkas
Lampiran -
Perihal : Penyampaian SSPD-BPHTB untuk diteliti

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Jalan Jawa Nomor 72 Jember
di Jember

Yang bertanda tangan dibawah ini :

et ARy e ——— iy
No. D PPAT/PPATS @ .Z00./: T N W A
Alamat : "DU‘-‘-”?/'E{ S OO ORI ... ARG ... o

Desal Kelurahan /,,{!u:wéulj ......
Kecamatan : /Zf.-cmzzfﬂ-e‘& ..........
Kabupaten : /‘C‘MM‘ ........................................................................

Nomor Telepon

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan sebagai berikut :

NOP 2509 090 804 000 -RD37 7
Alamat 3 ﬁ’)ﬁ{c{{?...&ﬁﬁyﬁm .......................
Desa/Kelurahan : ,!@f‘.*f{‘f'?é({é.f?_ff?g,_ .....................................
Kecamatan ; A(W”é“(‘{ﬂﬂy,
Kabupaten VAT

Terlampir dokumen sebagai berikut :

1) Formulir Penyampaian SPTPD-BPHTB

2) Surat Kuasa

3) SPTPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) atau disertai bukti
SPTPD-BPHTB

4) Kwitansi jual beli

5) Foto copy SPPT—PBB!STTS—PBB.‘SSPD-PBB!Struk ATM bukti pembayaran PBB (tidak
mempunyai tunggakan PBB) :

6) Foto copy identitas waijib pajak/pembeli, berupa KTPKSK,NPWPD/Akte Kelahiran *)

7) Foto copy identitas wajib pajak/penjual, berupa KTP,KSK, NPWPD/Akte Kelahiran *)

8) Foto copy Sertifikat/Surat Tanah yang lain

9) Foto copy Akte Jual Beli PPAT/Risalah Lelang/Hibah Waris =)

10) Surat Keterangan Waris dari

Kepala Desa/Lurah diketahui
perolehan hak waris dan hib.

Camat setempat (khusus .
ah wasiat)

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB

Jember, 29 -,\]ézucae‘oto ¥
Wiajib Paja Kuasa Wajib Pajak *)
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L. Contoh Lembar Arus Dokumen Jual Bdli

; PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

| LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN |

Nama - EKA NENSI PURNAMASARI NPWPD : BUDI KARTIKA NINGSIH, SH / 2015
Alamat : JLSENTOT PRAWIRODIRIO 23 JEMBER
Jenis Pajak : BPHTB Tgl Terima ¢ 18-02-2015 12:02:00
Jenis Perolehan ¢ Jual Beli No. Sertifikat  :  SHM NO.1457/TEGALBESAR
Keterangan $ No Pembayaran : 009TLO030S
TEMPAT PELAYANAN TEMPAT PELAYANAN
o L] URAIAN PrifTg_|
Surat Penerimaan : 1. Langsung | e ) s Q
Daftar Lampiran 1. Petugas Pelayanan - -
_Formullr Pemyampalan SPTPD BPHTB V || 2. Diterima Petugas ,:]0¢
Surat Kuasa ™ 3. Selesal diproses -
tertera NTPD v Diteruskan ke - s
Kultansi jual bell x 1. Petugas Verifikasi & Penelitian ... 48
Foto Copy buktl pembayaran PBB 1. Diterima Petugas JR—
(V)2010(V)2011(V)2012( V) 2013 (V) 2014 (V) 2015 3. Selesai diproses o
_ Foto copy identitas waflb pajak/Pembell T Bty &
Foto copy Identitas wajlb pajak/Penjuai v 1. KaSie Pelayanan S
Foto Copy Sertifikat/Surat Tanah yang lain v 2. Diarima Ka.Sle st
Foto Copy Akte Bell PPAT/Rsih Lelang/Hibah/Warls v_|| 3. Selesal diproses it |
Surat Ket Warls darl Ka. Desa/Lurah diketahul Camat x Dl"‘""“““""
S 8 e i 2. DiterimaPetugas @ 000 |
1. NOP P88 ; 35,09.720.004.007.0074.0 3. Selesaidiproses  , wocorpn . lznzsonsce
3. Lokasi Objek Pajak  : TEGALBESAR KALIWATES JEMBER
4. Kelurahan/Desa : TEGAL BESAR 5.RT/RW : 6. Kecamatan KALIWATES
7.Kabupaten / Kota  : JEMBER 8. Kode Pos
___Penghitungan NJOP PBB :
Ditsi luas tanoh gon arou iisi bavdasorkan SPPT PBA tahun |
Objek Pajak bangunon yong hekwe terjoding peroiehan hok / Tobun | Lus NIOP P38 / M
diperolnh 2015
7. Luas tanah (bumi) 9. NJOP tanah (bumi] / m' {angka 7 x angka 9)
T 7am00m | R 6400000 | 11| Rp 45894400000
8. Luas Bangunan 10. NJOP bangunan/m’ (angka 8 x angka 10)
- 0,00M" | Rp. 000 |12|#p 0,00
{angka 11 ¢ angla 12)
NIOPPBB: | 13. | Ap. 458.944.000,00
o R A T et
" PEMERINTAMAN KASUPATEN JEMBER BUKTI PENERIMAAN SURAT
DINAS PENDAPATAN Nomor : 2201500803
L Tanggal : 18.02-2015
NPWPD  : BUDI KARTIKA NINGSIH, SH Thn. Pajak : 2015 No SPTPOD : 201500809

Nama : EKA NENSI PURNAMASAR|
Alamat + JLSENTOT PRAWIRODIRIO 23 JEMBER
Jenis Pajak : BPHTB

Nama Penyetor

JA
A
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L.1 Contoh Lembar Arus Dokumen Jual Beli

rm PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

LLEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN ]

Nomor | 2201500629

Narma < ZAID WAHDIN.SH NPWPD : FATUR RAHMAN, SH / 2015
Alamat + JLMAWAR NG.81
Jenis Pajak . BPHTB Tgl Terima 10-02-2015 12:02.00
Jenis Perclehan  : jual Bel No. Sertifikat ~ : SHGB NDO.125/SUKOWONG
relelangan 3 No Pgmbayaran - -
TEMPAT PELAYANAN | * TEMPAT PELAYANAN Y
URAIAN [ retme | : S ¢
Surat Penerimaan : 1. Langsung ] T ) [ e oy
~ Daftar Lampiran. | 1. Petugas Pelayanan
Formulir Penyampalan SPTPD BPHTS ! v 'I i 2. Dmerima Petugas
Syurat Kuasa v 3. Salesal diproses
S5PD-BPHTB yang terters NTPD [ v || Oitertskan ke
Kuitansi jual beli i il 1. Petugas Verifikas: & Penslitian
 Foto Capy bukt! pembayaran PBB || 2 Diterima Petugas
_[V)2010( V) 2011 (V) 2012{ V) 2013 (V) 2014 (V) 2015 " 3. Selesal diproses
Foto identitas Pembeli | Diteruskan ke :
|

Fatn copy ldentitas wajib pajak/Penjual

Foto Copy Sertifikat/Surat Tanah yang lain

Foto Copy Akte Bell PPAT/Rsih Lelang/Hibah/Warls
Surat Kot Warls darl Ka. Desa/lurah diketahul Camat
setempat (khusus peroleban haok warls & hibah waslat]

. KaSie Pelayanan
. Diterima Ka Sle
. Selesal diproses

x i<

Patugas -

1
2
3
| Diteruskan ke ;
1
2
3

. Diterima Patugas
1 NOP PEB - 35.09.220 008,015 0004 0 | 3. Selesaidiproses 5 g cpyap
3. Lokasi Objek Pajak = DSSUKOWONO S 58
A, Kelurahan/Desa : SUKOWONC 5. RT/RW : 000/00 6 Kecamatan  : SUKOWONO
7, Kabupaten / Kota  : JEMBER 8. Kode Pus :
_ Penghitungan NIOP PBE . T N . & = CRERL
| _ Diisl lwas tanah don afou Diisi berdasarkan SPET PAS tahun
I Objek Pajak bangunon vang hakrya menn‘;:?lu/ Tahun luas NJOP PBB /7 AP
I 7. Luas tanah [bumi) 9. NJOP tanah [bumi] / m? (angka 7 x angka 5)
| e 75000 | Rp. 3800000 | 11| Ap. 2.700,000,00
I 2 Luas Bangunan 10. NJOP bangunan/m? {angka & x argka 10)
| b 0,00 M 000 |12 |Ro 0,00
[ __langka 11 +angka 12)
| NIOPPEB : | 13 [ Rp. 2 700.000,00
B el . AR i e e
PEMERINTAHAN KABUPATEN [EMBER BUNKTI PENERIMAAN SURAT |
1 DINAS PENDARAT AN Momaor : 2201500620
4 T Tanggal : 10-02-2015 |
NPWPD  : FATUR RAHMAN, SH Tho. Pajak : 2015 No SPTPD : 201500632 )
Nama ZAID WAHDIN.SH
Alamat JLMAWAR NO.81
kenls Pajak : BPHTB
Naina Pernyetor Petugas Penerima
\ r
e, g
ZAID WAHDIN.SH RIZAL

Tanggal Cetak :'10-02-2015 12:02:00

NIP. 198110242010011005
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L.2 Contoh Lembar Arus Dokumen Jual Beli
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M. Contoh Laporan Hasil Verifikasi Jual Beli

Laporan Hasil Penelitian Administrasi SPTPD BEPHTB
Nomor : 201500780
Tanggal : 20-02-2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :+ ARIEF YUDHO PRASETYO SE
NIP : 198406022011011012
Jabatan

Berdasarkan hasil penelitian Administrasi SPTPD BPHTB pada tanggal 20-02-2015 atas SPTPD BPHTE yang
disampaikan oleh Wajib Pajak :

NPWP : 3509195407790005

Nama : EKA NENSI PURNAMASARI
PPAT / PPATS : NOOB / BUDI KARTIKA NINGSIH, SH
Alamat : JLSENTOT PRAWIRODIRIO 23 JEMBER

Yang tercatat dalam agenda masuk LPAD Nomor : 2201500803 terhadap tanah dan atau bangunan :

NOP : 35.09.720.004.007.0074.0 -
Alamat : TEGALBESAR KALIWATES JEMBER

Berdasarkan penelitian Administrasi tersebut diperoleh fakta sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian SPTPD
BPHTB,Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya.

No. URAIAN

Tujuan Penelitian Lapangan SPTPD BPHTB

1. No SPTPD : 201500809 Luas Tanah 7171 M2 Luas bangunan 0 M2

2. FC Surat Keterangan NJOP PBB 2015 NOP 35.09.720.004.007.0074.0 an.Kusnan Luas Tanah 6.360
M2 Luas Bangunan 0 M2

3. FC Identitas tanah Akta Jual Beli No.76/2015 tanggal 12-02-2015 an EKA NENSI PURNAMASARI
luas tanah 7171 Luas Bangunan 0 dan Fc SHM No.1457/19%4 an H Kusnan

2 Hasil Penelitian

Bahwa SPTPD : 201500809 NJOP Bumi/Bangunan sesuai dengan FC Surat Keterangan NJOP PBB
2015 NOP 35.09.720.004.007.0074.0 an.Kusnan dan sesuai dengan FC identitas tanah Akta Jual Beli
No.76/2015 tanggal 12-02-2015 an EKA NENSI PURNAMASARI luas tanah 7171 Luas Bangunan 0
dan Fc SHM No.1457/1954 an H Kusnan, serta sesual harga transaksi Rp. 650.000.000,00

"

3 Kesimpulan / Saran
Memenuhi syarat untuk pengesahan penelitian

Petugas peneliti,
1. ARIEF YUDHO PRASETYO SE
NIP. 198406022011011012
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M.1 Contoh Laporan Hasil Verifikasi Jua Beli
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N. Contoh Laporan Hasil Validasi Jual Beli

¥
Gl Fdl’tﬂ'-!
c 018
201500809
i 1 Telah disdakan penelkian SORD BRITE yang disampaikan oish walib pajak
“ T . EKA NENST PURNAMASARI

: JLSENTOT PRAWIRODIRIO 23 JEMBER
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O. Contoh Bukti Setor Pembayaran BPHTB

s

Jenis heknr'lng :

Oiainnya -

D{lplah Awmissi ............

mr:.u‘-n:nn?'m'mi At

Noriar Rekening / Customar . ... Tunai / Mo, Warkat | Jumiah Vales | surs Jumlah Rugiah
Mawna Pemilik Rekoning =
Derita 98 =
Tuhai
M Penyedon
Alarmat Panyetor
TOTAL
Intemas. Penyeton [ Nasabah Ne. Tim | bR I
[ Non Hasabah, Mo, Tenda Pengens! . : e

khugas Setoran =Rp. 100.000.000.-[ekulvalen)

SUMBEr DANA i o ia it bbb s s s o et b

Tujuar lransaksi :

i S e

ErEn AN
! m h setclah dvalidss d
r=1ﬂ m - aca %
% aag }.ma okl ang e kg wEwEn dare B, m’-‘on 18- |btuaien) wagh mengarsnnn

FocDuops TaNGs engenal e MANg S foTIr datl rasstan

AL 4ot et S ! A i

Dlen Karmist

Bank Jumiah yang dikredit

GiHGH WYVRLBINI0. KIY CISEZGLERD ¥ LaE
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P. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB dan Bukti
Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ‘% 337112 JEMBER 68121

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SKPDKB-BPHTB)
Momer : 201500006 Tanggal : 30-01-2015 PPAT/PPATS : CAMAT MUMBULSARI
|, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 bagian kesebelas tentang BPHTB, telah dilakukan penelitian /
pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenal pelaksanaan kewajiban BPHTB terhadap :
Nama : SANTOSO Alamat : MUMBULSARI JEMBER
Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengah :
Akta [risalah Ielang!pendaftaran Hak: *)

Nomor Tanggal : 2015-01-29 ¢
NOP 2 35 09,090.004.000.2037. }' Jenis Perolehan Hak  : Jual Beli
Alamat : LAMPEJI MUMBULSARI JEMBER RT/RW 2 :
Desa/Kelurahan : LAMPEII Kecamatan : MUMBULSARI
Kabupaten : JEMBER Kode Pos
Il Dari penelitian / pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar sebagal berikut :
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 76.000.000,00 i
2. Nilal Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) 60.000.000,00
3. Nilal Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2) 16.000.000,00
4. BPHTB yang seharusnya dibayar (5% x (3)) 800.000,00
5. BPHTB yang telah dibayar 52.800,00 j
6. Diperhitungkan :
a. Pokok SPTD-BPHTB 0
b.  Pengurangan 1]
¢ Jumlah (6a+6b) 0
d. Dikurangi pokok SKPDLB-BPHTB o
e, Jumlah (6¢-6d) 0
7. Jumlah yang dapat diperhitungkan (5+6e) 52.800,00
8. BPHTB yang kurang bayar (4 - 7) | 747.200,00
9.  Sanksi administrasi berupa bunga | 0
10, Jumlah kurang bayar (8+9) ! T47.200,00

KESALAHAN PENGISIAN NPOP MENGGUNAKAN NJOP PBB

[ Dengan huruf : Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah ]
An. Kepala Dinas Pendapatan
Ster s - E—— ks Kahid. Penetanan dan Verifikasi -

bankjatim 4

Cabang : . Tanggal : N AL
Janis mmm I:I Simpeda [ sicus a nmm Hajl [ mabunganku DOweinoya ....... ;
e |

Mata Uang 0O rupiah [ T —

Nomor Rekening / Customer : .5 Tunal [ No, Warkat | Jumian valas |  Kurs Jumiah Ruplan
Nama Pemilik Rekening =
Berita / Katerangan
Nama Penvyetor =
Alamal Penyetor o

! TOTAL Y ACCE &
Intarmasi Penyetor I_:I Nasanan Ne. luunmq S b =

Di isé Biaya
|:| Non Nasabah, No. Tanda P!ﬂu!l\nl
il Olen | Komisl
Khisus Setoran >Rp. 100,000,000, (ekuivaien] Suck || Neweheey SRR

Sumber Dana
Tujuan Transaks| :.

KETENTUAN

1. Setnéan tuer -

2. Setoran skan dibuker et dana ehecut ditar: [ | 7 e
3 B-m Hon kasaban yang m-lwn S#LGeAn dine Iu 100.000.000, beleuvalen) wajin menyerahian i —r Fel
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Q. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Menimbang :
a

MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara
hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata
kehidupan bangsayang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang  Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewgjiban menyelenggarakan otonomi daerah
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

bahwa pgjak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan
retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

bahwa kebijakan pajak daerah dan retribus daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgjak


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

79

Bagian Ketujuh Belas
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 85
(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) melipuiti:

a. pemindahan hak karena:

1) jud beli;

2) tukar menukar;

3) hibah;

4) hibah wasiat;

5) waris

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukumlain;
7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8) penunjukan pembeli dalam lelang;

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;

11) peleburan usaha;

12) pemekaran usaha; atau

13) hadiah.

b. pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) di luar pelepasan hak.
3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
hak milik;
hak guna usaha;
hak guna bangunan;
hak pakai;
hak milik atas satuan rumah susun; dan
f.  hak pengelolaan.
4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah objek pajak yang diperoleh:

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk
pel aksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan  dengan
Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan
organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

©Pop T
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f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 86
(1) Subjek Paak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pgak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 87
(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai
Perolehan Objek Pajak.
(2) Nilai Perolehan Objek Pgjak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

jual beli adalah hargatransaksi;
tukar menukar adalah nila pasar;
hibah adalah nilai pasar;
hibah wasiat adalah nilai pasar;
waris adalah nila pasar;
pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnyaadalah nilai pasar;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
perdihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunya kekuatan
hukum tetap adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
pel eburan usaha adalah nilai pasar;
. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
penunjukan pembeli dalam lelang adalah hargatransaksi yang tercantum
dalam risalah lelang.
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(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP
yang digunakan dalam pengenaan Pgjak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pgjak Bumi dan Bangunan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pgak Tidak Kena Pgjak ditetapkan paling
rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu dergat ke atas atau satu dergjat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat,
termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pgjak ditetapkan
paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(6) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pgjak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Pasal 88

(1) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paing tinggi sebesar
5% (lima persen).

(2) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 89

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat
(1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pgjak Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (6).

(2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di
wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 90

(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan
untuk:

a
b
C.
d.
e

f.

[S—
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jua beli adadah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
tukar-menukar adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

hibah adalah sgak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

hibah wasiat adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

waris adalah sgjak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke
kantor bidang pertanahan;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sgak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

putusan hakim adalah sgak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah sgak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sgak tanggal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

penggabungan usaha adalah sgak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
peleburan usaha adalah sgak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

hadiah adalah sgak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
lelang adalah sgjak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

(2) Pgak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 91

(1) Pgabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta
pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wgjib Pajak menyerahkan
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bukti pembayaran pajak.

(2) Kepada kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas
Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wagjib Pajak menyerahkan
bukti pembayaran pajak.

Pasal 92
(1) Pgabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Tata cara pelaporan bagi peabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 93

(1) Pgabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
Rp7.500.000,00 (tujuh jutalimaratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

(2) Pgabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00
(duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepadla kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dikenakan sanks sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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R. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

M enimbang:

Mengingat :

PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiaya pelaksanaan
Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka
ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonessia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3116);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004
Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
sebagaimanatelah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Dagerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Republik Indonesa Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5059);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4579);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah  Provinss dan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008
tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4859);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pagjak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wagjib Pgjak  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Republik IndonesiaNegara Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember
(Lembaran Daerah K abupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

Bagian Kesebelas
BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN
BANGUNAN Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan
Subjek Pajak
Pasal 78

Dengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 79

(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(D) meliputi :

a. pemindahan hak karena:
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jual beli;

tukar menukar;

hibah;

hibah wasiat;

waris;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;

pel aksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;

12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah.

b. pemberian hak baru karena:

1)
2)

kel anjutan pel epasan hak; atau
di luar pelepasan hak.

(3) Hak atastanah sebagai manadimaksud pada ayat (2) adal ah:

©PopoTE

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan

f.  hak pengelolaan.
(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adal ah objek pajak yang diperoleh:
a negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau  untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum,;
b. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum
lain dengan tidak adanya perubahan nama;
c. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
d. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 80

86

(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wagjib Pgak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
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Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 81

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah NPOP.
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagai manadimaksud pada ayat (1), dalam hal :
jual beli adalah hargatransaksi;
tukar menukar adalah nilai pasar;
hibah adalah nilai pasar;
hibah wasiat adalah nilai pasar;
waris adalah nilai pasar;
pemasukan dalam peseroan atau badan hokum lainnya adalah nilai pasar;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usahaadalah nilai pasar;
. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaks yang tercantum
dalam risalah lelang.
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(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
asampa dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP
yang digunakan dalam pengenaan Pgjak Bumi dan Bangunan pada tahun
terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pgjak Bumi dan
Bangunan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pgjak Tidak Kena Pgak ditetapkan sebesar
Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(5) Daam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu dergjat ke atas atau satu dergjat ke bawah dengan pemberi hibah wasat,
termasuk suamifistri, NPOP Tidak Kena Pgak ditetapkan sebesar Rp.
300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah).

Pasal 82
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 83
Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan
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cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf Ketiga Saat Terutangnya Pajak
Pasal 84

(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ditetapkan untuk :

®Pop o

—h

—

=537 F

jual beli adalah segjak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;

tukar-menukar adal ah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;

hibah adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;

hibah wasi at adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;

waris adalah segjak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke
kantor bidang pertanahan;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinyaakta;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sgjak tanggal dibuat dan
ditandatanganinyaakta;

putusan hakim adalah sgak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
sejak tanggal diterbitkannyasurat keputusan pemberian hak;

pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sgjak tanggal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

penggabungan usaha adal ah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;
peleburan usaha adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;

. pemekaran usaha adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta;

hadiah adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaakta; dan
lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

(2) Pgjak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Keempat Penetapan
Pasal 85

(1) Penetapan pajak terhutang dilakukan dengan cara wajib pagjak menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan
SPTPD.

(2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib
paj ak.

(3) SPTPD wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
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Pasal 86

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta
pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan
bukti pembayaran pajak.

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
setelah W ajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran paj ak.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas
Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan
bukti pembayaran pajak.

Pasal 87

(1) Pegabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepaa kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lama pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
Rp.7.500.000,00 (tujuh jutalimaratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
daam Pasal 86 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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S. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011

Menimbang

Mengingat

BUPATI JEMBER
SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, agar dapat dilaksanakan
dengan baik, efektif dan professional perlu menetapkan Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di
Kabupaten Jember;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang K etentuan Umum dan
Tata Cara Perpgjakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pgjak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
(Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4189) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003, tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);
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Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pgak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Pegjualan Secara
Lelang Dalam Rangka Penagihan Pagak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan
Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitas Nama Baik Penanggung Pajak,
dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pgjak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002, tentang Penetapan
Besarnya Nilai Jual Kena Pgjak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4200);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pgjak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
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25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Tata cara Administrasi Pgjak Daerah, Retribus Daerah
dan Penerimaan Lain-lain;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2008 Nomor 14);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011
Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN JEMBER

BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1

arowbd

o

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur
penyel enggara pemerintah kabupaten.

Kabupaten adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten
Jember.

Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepaa Dinas
Pendapatan Kabupaten Jember.

Kantor Pertanahan adalah Unit Kerja Badan Pertanahan Nasional yang melakukan
pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah di wilayah
Kabupaten Jember.

Pegjabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita
Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengundangan Lelang,
Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk
penagihan pajak daerah sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian
atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

PPAT Sementara adalah Pegjabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk
melaksanakan PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat
PPAT.

PPAT Khusus adalah Pegjabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena
jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu
khusus dalam rangka pel aksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.

Jurusita Pgjak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan
seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan;

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adaah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau
badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisas lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum
dan penetapan hak yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan
oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,
beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan.

Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli
waris dari pewaris, yang berlaku setelah pemilik tanah/atau bangunan meninggal dunia.
Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi
hibah wasiat meninggal dunia.

Nilai Jual Objek Pgjak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sgjenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Nilai Perolehan Objek Pgjak yang selanjutnya disebut NPOP adalah dasar pengenaan
pajak.

Tahun Pgjak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wagjib Pgjak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Masa Pgjak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender , yang
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menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pgjak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mula dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada W4jib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wgjib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang
digunakan oleh Direktorat Jenderal Paak dan/atau Kabupaten Jember untuk
memberitahukan besarnya Pgjak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak;
Nomor Obyek Pagjak yang selanjutnya disebut NOP adalah Nomor Identifikasi Obyek
Pajak Bumi dan Bangunan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar
dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/’kelurahan yang
berlaku secara nasional.

Basis data adalah kumpulan informasi obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan
serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administras pemerintahan tertentu
serta disimpan dalam media penyimpanan data.

Surat Setoran Pgjak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-
BPHTB) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pagjak untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ke Kas
Daerah melalui Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Bank Badan
Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain
yang ditunjuk Bupati untuk menerima pembayaran atau penyetoran Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pgjak dan memindahkan saldo penerimaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Kas Daerah Kabupaten Jember.

Penagihan Pgjak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang
yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan
oleh jurusita pagjak kepada penanggung pagjak tanpa menunggu tangga jatuh tempo
pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan
tahun pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan bea yang menentukan besarnya jumlah pokok bea, jumliah kredit
bea, jumlah kekurangan pembayaran pokok bea, besarnya sanksi administratif, dan
jumlah bea yang masih harus dibayar.

95


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

36.

37.

38.

39.

40.

4]1.

42.

&

47.

96

Surat Ketetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan bea yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pgjak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya atau lebih kecil
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pgjak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pgjak Terutang, Surat Ketetapan Pgjak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pagjak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pgjak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan K eberatan.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
K etetapan Pgjak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diagjukan oleh Wajib Pagjak.

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang selanjutnya disebut SKPIB BPHTB, adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
yang selanjutnya disebut SPMK-BPHTB.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah surat yang
diterbitkan oleh pegjabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk
melunasi utang pajaknya.

Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguiji kepatuhan pemenuhan kewgjiban perpajakan daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Penelitian SPTPD-BPHTB dan SSPD-BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk
mencocokkan data dalam SSPD-BPHTB dengan data yang ada pada SPTPD-BPHTB
dan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan.

Penelitian Lapangan SPTPD-BPHTB dan SSPD-BPHTB adalah serangkaian kegiatan
untuk mencocokkan data dalam SPTPD-BPHTB dan SSPD-BPHTB dengan keadaan di

lapangan.
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49. Penyidikan tindak pidana dibidang perpaakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpgjakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

50. Banding adalah banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pgak atas banding terhadap Surat
Keputusan K eberatan yang digjukan oleh Wgjib Pajak.

52. Surat uraian banding atau disingkat SUB adalah Surat Bupati yang berisi jawaban atas
alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.

53. Peninjauan Kembali adaah pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang telah
digjukan banding yang isi putusannyatidak dapat diterima.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan
Pengel olaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini :
a. menciptakan tertib pemungutan pajak BPHTB;
b. meningkatkan kualitas pelayanan BPHTB.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 4
(1) Tatacarapemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pagak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Waib Pgak serta pengawasan
penyetorannya.
(2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Objek dan Subjek Pajak;
b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan BPHTB;
c. Tata Cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
d. Tata Cara pembayaran BPHTB dan pengisian SSPD BPHTB;
e. Tata Cara penelitian SSPD BPHTB;
f. Tata Cara pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
g. Tata Cara pelaporan BPHTB,;
h.Tata Cara penagihan BPHTB;
i. TataCaralelang;
j. Tata Carapengurangan BPHTB,;
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k. Tata Cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administratif;

|. Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran.

Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah tata cara penyiapan rancangan

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sekaligus penghitungan besar

BPHTB terutang Wajib Pajak.

Tata cara pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah

tata cara pembayaran pagjak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pagjak dengan

menggunakan SSPD-BPHTB.

Tata cara penditian SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

adalah tata cara validasi yang dilakukan SKPD atas kebenaran dan kelengkapan

pengisian SSPD BPHTB dan kel engkapan dokumen pendukungnya.

Tata cara pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah proses pendaftaran atas

perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember.

Tata cara pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah tata

carapelaporan realisasi penerimanaan BPHTB dan Akta Pemindahan Hak.

Tata cara penetapan surat tagihan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan

surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah tata cara penetapan

STPD BPHTB, SKPDKB-BPHTB, SKPDKBT-BPHTB, SKPDLB-BPHTB, dan

SKPDN-BPHTB, serta surat teguran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan.

Tata cara pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah

tata cara penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang

digjukan oleh Wajib Pajak.

Format formulir pengisian dan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati

ini.

Pasal 5
Seluruh proses kegiatan pemungutan BPHTB tidak dapat diserahkan atau diborongkan
kepada pihak ketiga.
Penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir BPHTB, pengiriman surat-surat
kepada Wgjib Pgak atau penghimpunan data BPHTB dalam rangka proses
pemungutan BPHTB dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 6

Dengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pagjak atas Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
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Pasal 7
Objek Pgjak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :
a. pemindahan hak karena:
1) jud beli;
2)  tukar menukar;
3) hibah;
4) hibah wasiat;
5 waris

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7)  pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8)  penunjukan pembeli dalam lelang;
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah.
b. pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) i luar pelepasan hak.

Hak atas tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah:

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan

hak pengelolaan.

Objek paak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

adalah objek pajak yang diperoleh:
negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;

b. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain

dengan tidak adanya perubahan nama;

orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

*mgocw

oo

Pasal 8
Subjek Pgjak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Waqjib Pgjak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
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BAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN BPHTB
Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 9
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
NPOP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
jual beli adalah hargatransaksi;
tukar menukar adalah nilai pasar;
hibah adalah nilai pasar;
hibah wasiat adalah nilai pasar;
waris adalah nilai pasar;
pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adal ah nilai pasar;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunya kekuatan
hukum tetap adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai
pasar;
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalah nilai pasar;
pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam
risalah lelang.
Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pgjak (NPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pgjak Bumi dan Bangunan
(PBB).
Dalam hal NJOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada
saat terutangnya pajak, NJOP-PBB dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP-
PBB.
Surat Keterangan NJOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat
sementara.
Surat Keterangan NJOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di
Kantor Pelayanan Pgjak atau instansi yang berwenang;
Besarnya NPOP Tidak Kena Pgak (NPOPTKP) adalah ditetapkan sebesar Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi
yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu dergjat
ke atas atau satu dergjat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri,
NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
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Bagian Kedua
Tarif dan Cara Penghitungan BPHTB
Pasal 10
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 11
Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) dengan
formulas sebagai berikut:
BPHTB = 5% x (NPOP-NPOPTKP)

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 12
() Wagjib pgjak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui
Pegjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Kepala Kantor yang membidangi lelang
negara sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PPAT atau Kepala Kantor yang membidangi lelang negara melakukan penelitian atas
objek paak yang haknya akan dialihkan.

Bagian Kedua
Pengisian SSPD BPHTB
Pasal 13

() Setiap wajib pgak waiib menghitung pajak yang terutang dan membayar sendiri
dengan menggunakan SSPD-BPHTB.

(2) SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pgjak dan PPAT/PPATS/Kepaa Kantor
Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Urusan Piutang dan lelang Negara/Pejabat
Lelang

(3) SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat untuk melakukan
pembayaran/penyetoran BPHTB terutang dan sekaligus berfungsi sebagai Surat
Pemberitahuan Pagjak Daerah (SPTPD).

(4) SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala
Dinas Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan
penelitian.

(5) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian SSPD-BPHTB adalah sebagai mana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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Pengadaan formulir SSPD-BPHTB diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan dan

disediakan di tempat PPAT/PPATS, Kantor Lelang, Kantor Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten dan Dinas Pendapatan K abupaten.

SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas enam lembar dengan

perincian sebagai berikut :

a Lembarl : Untuk wajib pajak.

b. Lembar?2 : Untuk Dinas Pendapatan dalam hal ini Bidang Penetapan (sebagai
lampiran permohonan penelitian SSPD-BPHTB).

c. Lembar3 : Untuk Kantor Badan Pertanahan Nasiona (sebagai lampiran

permohonan pendaftaran).

Lembar 4 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan (sebagai arsip).

e. Lembar5 : Untuk PPAT/PPATSKantor Lelang/Kantor Pertanahan (sebagai
arsip).

f. Lembar 6 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan (sebagai |aporan
kepada Seksi pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan).

e

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran BPHTB
Pasal 14
Tempat pembayaran BPHTB dilakukan oleh wajib pajak pada Bendahara Penerimaan
Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk.
Saldo penerimaan BPHTB pada Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dipindahkan ke rekening Kas Daerah setiap hari kerja.
Rekonsilialisasi terhadap penerimaan BPHTB pada tempat pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepaa Dinas Pendapatan dan Bagian
Keuangan Sekretariat Kabupaten.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran BPHTB
Pasal 15

BPHTB yang terutang harus dibayar sebelum :

a

ditandatanganinya akta, dalam hal perolehan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah,
hibah wasiat sgjak pemilik/penghibah meninggal dunia, pemasukan dalam perseroan
atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah;

dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten,
dalam hal perolehan hak karena pel aksanaan putusan hakim atau waris,

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah, dalam hal perolehan hak atas
tanah karena penetapan hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak atau di
luar pel epasan hak.

risalah lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor urusan piutang dan
Lelang Negara/Pejabat Lelang dalam hal perolehan hak karenalelang.
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Pasal 16
Waqjib pajak/kuasa wajib pagjak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD
BPHTB lembar ke-1, lembar ke-3 dan lembar ke-5.
SSPD-BPHTB lembar ke-2 disampaikan oleh wajib pajak kepada Dinas Pendapatan
melalui Bidang yang menangani (sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD-
BPHTB).
SSPD-BPHTB lembar ke-3 disampaikan oleh wajib pajak kepada Kantor Badan
Pertanahan (sebagai |ampiran permohonan pendaftaran).
SSPD-BPHTB lembar ke-4 Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan (sebagai
arsip).
SSPD-BPHTB Lembar ke5 disampaikan oleh waib paak kepada
PPAT/PPATS/Kantor Lelang/Kantor Pertanahan, sesuai dengan jenis perolehan objek
pajak (sebagai arsip).
SSPD-BPHTB Lembar ke-6 Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan
(sebagai lampiran laporan kepada Dinas Pendapatan melaui Bidang yang menangani).

Pasal 17

Dalam hal BPHTB yang terutang nihil, wajib pajak tetap mengiss SSPD-BPHTB
dengan keterangan nihil (SSPD-BPHTB Nihil). SSPD-BPHTB Nihil wajib diketahui
oleh PPAT/PPATS/Kepala Kantor lelang/Pejabat Lelang/Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten.

SSPD-BPHTB Nihil lembar ke-2, lembar ke-4, dan lembar ke-6 disampaikan ke Dinas
Pendapatan oleh wajib pajak.

Penyampaian SSPD-BPHTB ke Dinas Pendapatan oleh wajib pajak dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sgjak tanggal pembayaran atau perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan.

Paragraf kesatu
Pembayaran melalui Bendahar a Penerimaan
Pasal 18

Tata cara pembayaran BPHTB melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan :

a

b.

C.

Wagjib Pgjak menyerahkan SSPD-BPHTB yang telah diiss dengan keadaan yang

sebenarnya kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan;

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan menerima SSPD-BPHTB berikut uang

pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak;

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan memeriksa pengisian SSPD-BPHTB dan

kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari

wajib pgjak;

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan mengesahkan dengan cara menandatangani

dan memberi stempel SSPD-BPHTB sebagai bukti pengesahan atas pembayaran

BPHTB yang dilakukan oleh Wajib Pgjak;

Pemeriksaan SSPD-BPHTB yang dilakukan oleh Bendahara Penerima Dinas

Pendapatan meliputi pekerjaan:

1). Memeriksa kesesuaian besaran nilac BPHTB terutang dengan uang pembayaran
yang diterimadari wajib pajak;
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2). Mengesahkan SSPD-BPHTB dengan membubuhkan tandatangan dan stempel.
Menyerahkan SSPD-BPHTB (lembar 1, 3 dan 5) kepada wajib pajak, sedangkan lembar
2, lembar 4 dan lembar ke 6 disimpan untuk arsip dan sebagai |aporan,;

Semua hasil penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerima Dinas Pendapatan,
wajib disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan menggunakan Surat
Tanda Setor (STS) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

Paragraf kedua
Pembayaran melalui Bank yang ditunjuk
Pasal 19

Tata cara pembayaran BPHTB melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati :

a
b.

C.

(D

)

©)

Wagjib Pgjak menyerahkan SSPD-BPHTB yang telah diisi dengan keadaan yang

sebenarnya kepada Bank yang ditunjuk oleh Bupati;

Bank yang ditunjuk oleh Bupati menerima SSPD-BPHTB berikut uang pembayaran

BPHTB terutang dari Wajib Pgjak;

Bank yang ditunjuk oleh Bupati Memeriksa kelengkapan pengisian SSPD-BPHTB dan

kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari

wajib pgjak;

Bank yang ditunjuk oleh Bupati mengesahkan dengan cara menandatangani dan

memberi stempel SSPD-BPHTB sebagai bukti pengesahan atas pembayaran BPHTB

yang dilakukan oleh Wajib Pajak;

Pemeriksaan SSPD-BPHTB yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk oleh Bupati

meliputi pekerjaan:

1). Memeriksa kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran
yang diterimadari wajib pajak;

2). Mengesahkan SSPD-BPHTB dengan membubuhkan tandatangan dan stempel.

Menyerahkan SSPD-BPHTB (lembar 1, 3 dan 5) kepada wajib pajak, sedangkan lembar

4 dissmpan untuk arsip dan lembar ke 2 dan lembar ke 6 disampaikan ke Dinas

Pendapatan sebagai 1aporan.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB
Pasal 20
Waqjib Pgjak setelah menerima SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
dan pasal 19, harus menyampaikan permohonan penelitian SSPD-BPHTB kepada
bidang yang menangani pada Dinas Pendapatan dengan mengisi formulir yang telah
disediakan.
Bidang yang menangani sebagaimana ayat (1) dapat melakukan penelitian SSPD-
BPHTB yang sudah tertera pengesahan penerimaan pembayaran SSPD-BPHTB oleh
bendahara penerima Dinas Pendapatan atau oleh Bank yang ditunjuk.
Penyampaian permohonan penelitian SSPD-BPHTB sebagai mana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dokumen pendukung yang terdiri dari :
a  Surat kuasa dari wajib pgjak ( dalam hal di kuasakan );
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b. SSPD-BPHTB yang telah ditandatangani oleh Bendahara Penerima / Bank yang

ditunjuk;

Kuitansi transaksi jual beli (bermaterai cukup)

fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan

untuk tahun perolehan hak;

e. daam ha Surat Pemberitahuan Pagjak Terutang (SPPT) belum terbit dapat
digantikan dengan keterangan NJOP dari instans terkait;

f. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTSTTS)/Struk ATM bukti pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan/bukti pembayaran Pgjak Bumi dan Bangunan lainnya
atau surat keterangan lunas Pembayaran PBB dari Kepala Desa/lLurah atas tanah
dan/atau bangunan yang diperoleh haknya untuk 5 tahun terakhir dalam hal tidak
bisa menunjukkan STTS/TTS,

g. fotokopi identitas kuasawajib pagjak (dalam hal di kuasakan);

h. fotokopi identitas wajib pajak/pembeli (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat
Izin Mengemudi/Pasport/Akte Kelahiran;

i. fotokopi identitas wajib pajak/penjual (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat
Izin Mengemudi/Pasport/Akte Kelahiran);

oo

j. fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal

transaksi waris;
k. fotokopi bukti kepemilikan tanah/bangunan atau sertifikat objek perolehan hak;

Pasal 21

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) telah terpenuhi,

Dinas Pendapatan dalam hal ini bidang yang menangani menindaklanjuti dengan:

a. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NOP yang
tercantum dalam fotokopi SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya;

b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD
BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada Basis Data PBB;

c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD
BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada Basis Data PBB;

d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP,
NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek pgjak tertentu, besarnya BPHTB yang
terutang, dan BPHTB yang harus dibayar; dan

e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya
pengurangan yang dihitung sendiri;

Setelah semua informasi objek pgjak dalam SSPD-BPHTB sesuai dan kelengkapan

dokumen pendukung terpenuhi, maka Bidang yang menangani mensahkan dengan

cara membubuhkan tanda tangan dan stempel pada Formulir Permohonan Penelitian

SSPD-BPHTB yang telah ditdliti.

Menyerahkan SSPD-BPHTB (lembar 1, 3 dan 5) kepada wajib pajak, sedangkan

lembar 2 disimpan untuk arsip.

Pasal 22

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilanjutkan dengan penelitian
lapangan SSPD-BPHTB apabila diperlukan.
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Kriteria penelitian lapangan SSPD-BPHTB dalam hal :
a.  apabila terdapat perbedaan data antara SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung
yang dipersyaratkan;

b. terdapat bangunan yang belum masuk dalam SPPT-PBB.

Hasil penelitian lapangan SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD-BPHTB dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23
Dinas Pendapatan harus menyelesaikan penelitian SSPD-BPHTB dalam jangka waktu

a.  painglamal (satu) hari kerja sgak tanggal diterimanya SSPD-BPHTB dalam hal
tidak memerlukan penelitian |apangan SSPD-BPHTB;

b. palinglama5 (lima) hari kerjasejak tanggal diterimanya SSPD-BPHTB dalam hal
memer|ukan penelitian lapangan SSPD-BPHTB;

Pasal 24

Terhadap SSPD-BPHTB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 masih
dapat diterbitkan :

a

b.

@

)
©)

4)

SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah
BPHTB terutang kurang dibayar;

SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan
SKPDKB;

STPD apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil pemeriksaan
terhadap SSPD-BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung, atau wajib pajak dikenakan sanksi administratif
berupa denda dan/atau bunga.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25
Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh
Pgjabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sgjak saat
jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat peringatan atau surat
teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
Apabila jumlah pagjak yang belum dibayar tidak dilunas dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang
sgjenis, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh
satu) hari kerja sgjak surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sgjenis.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap
Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajaknya.
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Pasal 26

Penagihan pagjak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo

pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), apabila:

a  Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Republik Indonesia untuk
selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Wagjib Pgak atau penanggung pajak memindahkan barang yang dimiliki atau
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau
pekerjaan yang dilakukan di Republik Indonesia;

c. terdapat tandatanda bahwa Wagjib Pgak atau penanggung pajak akan
membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan
usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya
atau mel akukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan

e. terjadi penyitaan atas barang Wgjib Pgjak atau penanggung pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Kepala Dinas Pendapatan dapat menerbitkan STPD bagi Wajib Pgjak yang dikenakan

sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas)

bulan sgjak terutangnya paj ak.

Pasal 27
Ketentuan mengena pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pel aksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak
Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari
setelah tanggal surat paksa, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Perintah
M el aksanakan Penyitaan.

BAB VIII

LELANG

Pasal 28
Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah
dilaksanakan penyitaan, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja sgjak tanggal
pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala SKPD mengajukan
permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kepala Kantor yang membidangi
lelang negara untuk melaksanakan penjual an secara lelang terhadap barang yang disita.
Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening
koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau
surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain,
dikecualikan dari penjualan secaralelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar
biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
a.  uangtuna disetor ke bank atau tempat lain yang ditunjuk;
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b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke rekening bank atau tempat lain
yang ditunjuk atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan;

C. oObligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek
dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;

d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa
efek segeradijua oleh peabat;

e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang Penagihan Hak Menagih dari
Waqjib Pgjak atau penanggung pajak kepada pejabat; dan

f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan Akta Persetujuan Pengalihan
Hak Menjual dari Wajib Pajak atau penanggung pajak kepada pejabat.

Pasal 29
Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang
melalui media masa.
Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat
14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang
tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
Pengumuman lelang terhadap barang dengan nila paling banyak Rp 20.000.000,00
(dua puluh jutarupiah) tidak harus diumumkan melalui media masa.

Pasal 30
Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang digjukan oleh Wajib Pgjak
atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak atau Penanggung Paj ak.
Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pgjak atau Penanggung Pajak telah melunas
utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau
putusan Pengadilan Pgjak atau objek |elang musnah.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN BPHTB

Pasal 31
Wdjib Pgjak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
keringanan pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan.
Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus digjukan secara tertulis dengan
menggunakan Bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat nama dan alamat Wgjib
Pajak, jenis pajak, dan besar pengurangan paak yang dimohon dan aasan yang
mendasari digukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:

a  foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pemohon;

b. foto kopi Nomor Pokok Wagjib Pajak (NPWP);

c. STPD/SKPDKB/SKPDKBT.

Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:
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a.  Kondis tertentu Wajib Pgjak yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu:

1).

2).

3).

4).

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program
pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara
ekonomis sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

Wajib Pgjak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan
telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua
puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan
keterangan dari pejabat pemerintah daerah setempat sebesar 50% (lima puluh
persen);

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau
bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana, serta Rumah
Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan
dibayar secara angsuran sebesar 25%(dua puluh lima persen); atau

Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
dergjat ke atas atau satu dergjat ke bawah sebesar 50% (lima puluh persen).

b. Kondis Wgjib Pgjak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:

1),

2).

3).

4).

5),

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah
(relokasi) yang dibebaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk
kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus sebesar 25% (dua
puluh lima persen);

Wajib Pgjak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang
berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional, sehingga Wagjib
Pajak harus melakukan restrukturisas usaha dan/atau utang usaha sesuai
dengan kebijaksanaan pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen);

Waqjib Pgjak yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan
usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidas
dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam
rangka penggabungan atau peleburan usaha sebesar 50%  (lima puluh
persen);
Wdjib Pgjak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak
berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana adam atau sebab-sebab
lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung
meletus, huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sgjak penandatanganan akta sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
Waqjib Pgjak orang pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional
Indonesia (TNI), Polis Republik Indonesia (Polri), pensiunan PNS,
purnawirawan TNI, purnawirawan Polri atau janda/duda-nya yang
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah atau
pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:
a). Golongan | atau Tantama sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
b). Golongan Il atau Bintara sebesar 50% (lima puluh persen);
c). Golongan Il atau Perwira Pertama sebesar 25% (dua puluh lima
persen);
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d). Golongan IV atau Perwira Menengah dan Perwira Tinggi sebesar 15%
(lima belas persen);

€). untuk Wgjib Pgak pensiunan PNS, purnawirawan TNI/Polri, veteran
atau janda/duda-nya diberikan tambahan pengurangan sebesar 5% (lima
persen);

c. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk
kepentingan sosia atau pendidikan yang sematamata tidak bertujuan mencari
keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu,
sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik
institusi, dan pelayanan sosial masyarakat sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 32
Terhadap permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
dilakukan penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapannya atas
permohonan pengurangan atau keringanan pajak.
Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Dinas Pendapatan mengusulkan pengurangan atau keringanan kepada Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN,DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembetulan
Pasal 33
Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atas
permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembetulan SKPDKB atau SKPDKBT
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapannya.

Pelaksanaan pembetulan SKPDKB atau SKPDKBT BPHTB atas permohonan Wajib

Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. permohonan digjukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu 21
(dua puluh satu) hari kerja setelah SKPDKB atau SKPDKBT BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wgjib Pgjak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya;

b. terhadap SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT-BPHTB yang akan dibetulkan baik
karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pgjak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan penelitian administras atas kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penetapannya;

c. daam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapannya maka SK PDKB-
BPHTB atau SKPDKBT-BPHTB tersebut dibetulkan sebagai mana mestinya;
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d. pembetulan SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT-BPHTB sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Pembetulan Ketetapan
SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT-BPHTB dengan Keputusan Pembetulan;

e. terhadap SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT BPHTB, Kepaa Dinas Pendapatan
memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuknya agar menerbitkan salinan
SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT-BPHTB dengan pembetulan;

f. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT-
BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf e diberi tanda dengan teraan cap
pembetulan dan dibubuhi paraf pegjabat yang ditunjuknya;

g. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT-
BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf f harus disampaikan kepada Wajib
Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sgjak diterbitkan Surat Keputusan
Pembetulan Ketetapan SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT BPHTB tersebut;

h. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT-
BPHTB harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
sejak diterbitkan;

i. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan K etetapan SKPDKB-BPHTB
atau SKPDKBT BPHTB, maka Surat ketetapan SKPDKB-BPHTB atau
SKPDKBT-BPHTB semula dibatakan dan disimpan sebagai arsip dalam
administras perpajakan;

j.  Surat Ketetapan SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT-BPHTB semula sebelum

dissmpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf i harus diberi tanda
silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata “Dibatalkan”;

k. dalam hal permohonan Wajib Pgak ditolak, maka Kepala Dinas Pendapatan
segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB-BPHTB
atau SKPDKBT-BPHTB.

Bagian kedua
Tata Cara Pengurangan dan Pembatalan K etetapan Pajak
Pasal 34
Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib
Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan BPHTB yang tidak benar.

Ketetapan pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok

pajak ditambah sanksi administratif, denda dan/atau kenaikan pagjak yang tercantum

dalam Surat K etetapan Pgjak.

Pengurangan dan pembatalan ketetapan BPHTB secara jabatan dilakukan sesuai

permintaan Kepala Dinas Pendapatan atau atas usulan dari pejabat yang ditunjuk

berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.

Pengurangan dan pembatalan ketetapan BPHTB atas dasar permohonan Wajib Pgjak

dilakukan sebagai berikut:

a. surat permohonan Wgjib Pgjak serta didukung oleh novum atau fakta baru yang
meyakinkan;

b. dalam surat permohonan Wagjib Pgak harus melampirkan dokumen sebagai
berikut:
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1). Surat SKPDKB atau SKPDKBT BPHTB yang digjukan permohonannya;
2). dokumen yang mendukung digukannya permohonan.

C. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan
dikembalikan kepada Wajib Pgjak.

Pasal 35

Atas dasar permintaan atau usulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (3) dan permohonan Wajib Pgjak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(4), maka K epala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan
pengurangan atau pembatal an ketetapan pajak.

Atas dasar hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas
Pendapatan memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengusulkan kepada
Bupati dan memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan atas
nama Bupati berupa:

a.  Surat Keputusan Pengurangan atau Pembata an K etetapan BPHTB; atau

b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatal an K etetapan BPHTB.

Dalam hal diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka pejabat yang ditunjuk

melakukan hal-hal sebagai berikut:

a  pembatalan Surat Ketetapan Pgjak BPHTB yang lama dengan cara menerbitkan
Surat Ketetapan Pgjak BPHTB yang baru yang telah mengurangkan atau
memperbaiki Surat Ketetapan Pgjak BPHTB yang lama;

b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan Pajak BPHTB yang lama dan
selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan Pajak BPHTB
“dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan; dan

c. memerintahkan kepada Wajib Pagjak untuk melakukan pembayaran paling lambat
7 (tujuh) hari setelah diterima Surat K etetapan Pgjak BPHTB yang baru.

Atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan

Ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka atas Surat

Ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk, dikukuhkan

dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatal an ketetapan BPHTB.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Pasal 36

Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wgjib
Pagjak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif, denda dan/atau
kenaikan pajak BPHTB terutang dalam hal sanksi administratif yang dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pgjak atau bukan karena kesalahannya.

Pengurangan atau penghapuskan sanksi administratif, denda dan/atau kenaikan pajak
BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:

a sanks administratif dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran

SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT-BPHTB,;
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b. sanks administratif, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPDKB-BPHTB
atau SKPDKBT-BPHTB.

Tata cara pengurangan atau penghapuskan sanks administratif dan/atau denda

disebabkan keterlambatan pembayaran SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT-BPHTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:

a Wagib Pgak mengagjukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
Pendapatan dalam hal ini peabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 7
(tujuh) hari setelah SKPDKB-BPHTB atau SKPDKBT-BPHTB diterima, kecuali
apabila Wgjib Pgjak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan dil uar kekuasaannya;

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan
dasan yang jelas pernyataan kekhilafan Wagjib Pgjak atau bukan karena
kesalahannya, dan melampirkan SSPD-BPHTB vyang telah diiss dan
ditandatangani Wajib Pgjak;

c. terhadap permohonan yang disetujui, pgabat yang ditunjuk mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran dengan cara
menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD-BPHTB bahwa
sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;

d. Wadgjib Pgak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 sgjak disetujuinya
permohonan sebagai mana termaksud pada huruf c;

e. terhadap permohonan yang ditolak Kepala Dinas Pendapatan atau peabat yang
ditunjuk:

1). menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi
tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian
dibubuhi tanda tangan dan nama jelas;

2). menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi tersebut.

Pengurangan dan penghapusan sanksi administratif, denda dan/atau kenaikan pajak

dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan sebagai berikut:

a  Wagib Pgak mengagjukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
Pendapatan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sgak Surat
Ketetapan Pgjak BPHTB diterima oleh Wajib Pgjak, kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya;

b. pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang
jelas dan melampirkan:

1. Surat Pernyataan Wgjib Pgjak atau bukan karena kesalahannya; dan

2. Surat Ketetapan Pgak atau STPD-BPHTB yang menetapkan adanya
kenaikan pagjak BPHTB terutang.

Pasal 37
Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf
b, pgabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran
dan alasan W4gjib Pgjak maupun lampirannya.
Apabila dianggap perlu, permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan
materi lebih mendalam, maka Kepaa Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk
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melakukan rapat koordinasi untuk mendapat masukan dan pertimbangan, serta hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil rapat pembahasan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi.

Atas dasar penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau hasil
rapat koordinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan
membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk
mendapat persetujuan Bupati.

Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif, denda dan/atau kenaikan pgjak BPHTB atau
STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan
dan Penghapusan Sanksi Administrsi sebagal pengganti surat ketetapan pajak BPHTB
atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan atas hama
Bupati.

Wejib Pajak melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima
Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

BAB XI
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 38
Wagjib Pgjak dapat mengagukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
Keberatan yang digjukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan
membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib
Pajak.
Satu keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pagjak dan 1 (satu) tahun pajak.

Pasal 39

Penyelesaian keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas

Pendapatan.

Dalam hal Wajib Pgjak mengajukan keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan Pajak

dengan objek yang sama disel esaikan secara bersamaan ol eh Kepal a Dinas Pendapatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk Surat K etetapan Pajak yang telah

dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa diselesaikan Kepala Dinas

Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk.

Permohonan keberatan yang digukan Wajib Pgjak harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a  permohonan digukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertal
aasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang
atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;

b. dalam ha Wgjib Pajak mengaukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan,
Waqjib Pgjak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
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c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pgak dan dalam hal
permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan
surat kuasa bermaterai cukup;

d. surat permohonan keberatan digjukan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak dan
untuk 1 (satu) tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan foto kopinya;

e. permohonan keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sgak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pgjak, kecuali apabila
Wdjib Pgjak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 40
Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (4) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.
Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf e, Kepala Dinas
Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pgjak untuk melengkapi
persyaratan tersebut.
Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak ditetapkan oleh Kepala
Dinas Pendapatan.

Pasal 41
Dalam penggjuan keberatan, tidak menunda kewajiban membayar pgak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Waqjib Pgjak yang mengajukan keberatan, wajib melunasi pajak terutang paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pgjak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Pasal 42
Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sgjak tanggal surat keberatan
diterima, Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan
keputusan atas keberatan yang dilakukan olen Wajib Pgjak, yang dituangkan dalam
surat keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala
Dinas Pendapatan atau pegabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka
keberatan yang diajukan Wajib Pgjak dianggap dikabulkan.
Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pgjak untuk mengajukan
permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 43
Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka
Kepala Dinas Pendapatan menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pgjak
Daerah.
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Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan |apangan, Kepala Dinas
Pendapatan menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan dan
pertimbagan atas keberatan Wgjib Pgjak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil
pembahasan keberatan pajak.

Pasal 44
Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pagjak Daerah atau laporan Pembahasan Keberatan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Dinas Pendapatan menugaskan
pejabat yang ditunjuk untuk membuat tel aahan pemandangan keberatan paj ak.
Berdasarkan telaahan pemandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pejabat yang ditunjuk membuat petikan Surat Keputusan Keberatan Pajak untuk
kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati.
Kepala Dinas Pendapatan menugaskan pejabat yang ditunjuk melaporkan petikan Surat
Keputusan Keberatan Pajak kepada Bupati secara periodik.

Pasal 45
Kepala Dinas Pendapatan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pgjak dapat
membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan.
Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan Wajib
Pajak harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) K eputusan K eberatan
dengan memberikan alasan yang jelas.
Kepala Dinas Pendapatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan dalam bentuk
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Penolakan Pembetulan atas
Keputusan K eberatan.
Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepaa Dinas
Pendapatan tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan dianggap
dikabulkan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 46
Wagjib Pgak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak,
terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digjukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sgak keputusan keberatan diterima dengan dilampirkan salinan dari surat
keputusan tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewsgjiban membayar pajak dan
pel aksanaan penagihan pajak.
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Pasal 47
Terhadap 1 (satu) buah keputusan keberatan, digjukan 1 (satu) surat banding.
Terhadap banding dapat digjukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan
Pajak.
Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar
sengketa dengan:
a  penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan digjukan sebelum sidang
dilaksanakan; dan
b. putusan Mgelis Hakim/Hakim Tungga melalui pemeriksaan dalam hal surat
pernyataan pencabutan digjukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak dapat digjukan kembali.

Pasal 48

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dalam hal banding digjukan
terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah
pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

D
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Pasal 49
Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya STPD.

BAB XI1
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Kelebihan Pembayaran BPHTB

Pasal 50
Kelebihan pembayaran BPHTB dapat terjadi dalam hal :
a.  BPHTB yang dibayar ternyatalebih besar dari yang seharusnya terutang;
b. dilakukan pembayaran BPHTB yang seharusnyatidak terutang;
c. permohonan pengurangan pajak yang terutang dikabulkan;
d. pengguan keberatan atas surat ketetapan paak dikabulkan sebagian atau
seluruhnya;
e. permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya;
f.  perubahan peraturan.
Utang Pgjak adalah pgjak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administras
berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pagjak atau
surat keputusan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan pajak
daerah.
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Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran K elebihan Pembayaran BPHTB
Pasal 51

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, Wajib Pajak
mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada
Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan.

Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk atau
tanda pengiriman surat permohonan melalui Pos tercatat menjadi tanda bukti
penerimaan surat permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52
Kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak
daerah lainnya.
Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran BPHTB,
kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan
utang pajak atas nama Wagjib Pgjak lain.
Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
pemindah bukuan.

Pasal 53

Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu

paling lama 2 (dua) bulan sgjak :

a. diterbitkannya SKPDLB-BPHTB;

b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB
sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kel ebihan
pembayaran BPHTB.

Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dikembalikan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan menerbitkan Surat Keputusan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(SKPKP-BPHTB) berdasarkan SKPDLB-BPHTB atau surat keputusan lain yang

menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB setelah mendapat persetujuan

Bupati.

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan

Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(SPMK-BPHTB) yang bentuk formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(SPMK BPHTB) dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak

daerah tahun anggaran berjadan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sgjenis

dengan mata anggaran penerimaan semula.

Bagian Ketiga

SPMKP BPHTB
Pasal 54
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Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(SPMK-BPHTB) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut

a lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kas Dagerah;

b. diterimanyalembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

c. lembar ke-4 untuk Dinas Pendapatan yang menerbitkan SPMK-BPHTB.

Kas Daerah atas nama Bupati wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasgak SPMK-BPHTB diterima.

Kepala Kas Daerah mengembalikan lembar ke-2 SPMK BPHTB yang telah dibubuhi
cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada Penerbit
SPMK BPHTB.

BAB XIII
TATA CARA PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN
PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN ATAU BANGUNAN
Pasal 55
Pegjabat Pembuat Akta Tanah/PPATS atau Kepala Kantor Urusan Piutang dan lelang
Negara /Pgabat Lelang wajib menyampaikan laporan tentang perolehan hak atas tanah
dan atau bangunan disertai salinan SSPD-BPHTB kepada Bupati cq Kepala Dinas
Pendapatan.
Dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah karena pemberian hak baru, Kepala Kantor
Badan Pertanahan Nasional memberitahukan perolehan hak atas tanah tersebut disertai
salinan SSPD-BPHTB kepada Bupati cq K epala Dinas Pendapatan.
Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sekurang-kurangnya memuat nomor dan tanggal akta, risaah lelang atau surat
keputusan pemberian hak atas tanah, status hak, letak tanah dan atau bangunan, luas
tanah, luas bangunan, nomor dan tahun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi dan Bangunan, NJOP Pgak Bumi dan Bangunan, harga transaks atau nila
pasar, nama dan alamat pihak yang mengalihkan dan yang memperoleh hak, serta
tanggal dan jumlah setoran.
Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Bentuk laporan bulanan atau pemberitahuan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1)
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini.

BAB XIV
TATA CARA PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRAS
BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Pasal 56
PPAT/PPATS di wilayah kerja Kabupaten Jember yang menandatangani akta
pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanpa terlebih dahulu adanya bukti
penyerahan pembayaran BPHTB dari Wajib Pgjak sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dikenakan sanksi denda administrasi sebesar Rp. 7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
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(2) PPAT/PPATS di wilayah kerja Kabupaten Jember yang tidak melaporkan pembuatan
akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikenakan
denda administrasi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk
setiap |aporan.
Pasal 57
Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) ditagih
dengan Surat Tagihan Denda (STD) dan hasilnya merupakan penerimaan Daerah Kabupaten
Jember yang dibayarkan melalui Bank Tempat Pembayaran BPHTB yang ditunjuk dengan
menggunakan Surat Setoran Penerimaan Daerah Bukan Pajak (SSPDBP).

Pasal 58
Bentuk formulir Surat Tagihan Denda (STD) sebagaimana tercantum pada lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jember
padatanggal 23 November 2011

DIUNDANGKAN DALAM BERITA
DAERAH KABUPATEN JEMBER

TANGGAL 23 -11- 2011 NOMOR 38 BUPATI JEMBER,
Salinan yang sah sesuai dengan aslinya ttd
an. ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM, MZA DJALAL

HARI MUJIANTO, SH.MSi
Pembina
NIP. 19610312 198603 1 014

120


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

T. Dokumentasi

Gambar 1. Kegiatan Saat Magang

Gambar 2. Foto Bersama Pegawai DIPENDA Bidang Dua
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